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 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’) 
2. Vokal 
 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab. yang 
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A ا 
 Kasrah I I ا 






Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah an yā‟ Ai a dan i  ى
 fatḥah dan وَ     ى
wau 
Au a dan u 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama Huruf dan Tanda Nama 
... | 
 ا …I…ى..ا
fatḥahdan alif atau 
yā‟ 
Ā a dan garis di atas 
 kasrahanyā‟ I i dan garis di atas ى
 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas وى
 
4. Ta Marbutah 
 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 





menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ    ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ىber-tasydid 
di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  ّ  maka ia ditransliterasikan,(ى 
seperti huruf maddah menjadi (i). 
6. Kata Sandang 
 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 




Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 







8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  
 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah (هلال) 
 
Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Adapun   tā’   marbūṭahdi   akhir   kata   yang   disandarkan   kepadalafẓ   al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak awal kalimat, maka huruf A 





juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 


























Nama : Nursyamsi 
Nim : 10200116036 
Judul : Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar dalam
 Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan Islam. 
            
Pokok masalah yang menjadi kajian utama dari penelitian ini adalah 
“Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar dalam pemilihan 
presiden 2019 perspektif ketatanegaraan Islam” dengan sub-sub masalah sebagai 
berikut : Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden 
tahun 2019 dan apakah faktor pendukung dan Penghambat dalam menyalurkan 
partisipasi politik pada pemilihan presiden tahun 2019 serta bagiamana perspektif 
ketatanegaraan Islam terhadap partisipasi politik  masyarakat pada pemilihan presiden 
tahun 2019 di Desa Pattopakang Kab. Takalar . 
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
feed kualitatif research. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu 
data yang di peroleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara 
dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui literatur-litelatur 
dan artikel yang relevan dengan penelitian inin, analisis data yang di gunakan adalah 
analisis data deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Bentuk partisipasi politik yang di 
lakukan oleh masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar adalah partisipasi politik 
dalam bentuk konvensional seperti pemberian hak suara dan kampanye. 2) Faktor 
pendukung masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya adalah adanya 
antusiasme, media sosial dan peran kandidat sedangkan faktor penghalang masyarakat 
dalam berpartisipasi dalam pemilihan presiden tahun 2019 yaitu adanya ketidak 
percayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan adanya kesalahan 
administrasi yang mengakibatkan masyarakat tidak dapat menyalukan partisipasinya 
dalam hal ini pemberian hak suara 3) Perspektif ketatanegaraan islam terhadap 
partisipasi politik masyarakat Desa Pattopakang yaitu bahwa setiap muslim perlu untuk 
berpartisipasi dan menaati pemimpin yang telah di angkat, di pilih atau di tunjuk selama 
pemerintahan tersebut menjalankan kepemimpinan yang tidak bertentangan dengan 
tuntutan dan ajaran agama. 
Implikasi dari penelitian ini, yaitu 1) Diharapkan pendidikan politik yang baik 
agar masyarakat lebih paham bentuk-bentuk partisipasi politik bukan hanya tentang 
pemberian hak suara dan kampanye. Namun ada bentuk partisipasi politik lainnya 
seperti, diskusi politik, pengajuan petisi, membentuk atau bergabung dalam kelompok 





dengan pejabat politik dan administratif. 2) Pentingnya kesadaran politik tertanam 
dalam setiap individu masyarakat agar meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
memahami hak dan kewajibannya. 3)Partisipasi politik adalah wadah masyarakat 
untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Maka dari itu umat islam harus 
berkontribusi dalam partisipasi politik demi untuk mewarnai pemerintahan baik dari 
segi pelaku pemerintahan ataupun materi kebijakan pemerintahan sebagai bentuk 
perjuangan dalam menuangkan nilai islam dalam kehidupan bernegara. 
























A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang 
demokrasi. Negara yang demokratis mempunyai keunggulan tersendiri, karena dalam 
pengambilan kebijakan atau keputusan itu di dasarkan pada aspirasi rakyat. Ciri negara 
yang demokratis dapat di lihat dari seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam 
pembangunan negara maupun pemilihan kepala pemerintahan. Salah satu peranan 
penting masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam 
politik. Keterlibatan warga negara dalam secara individu dalam kegiatan politik pada 
berbagai tingkatan di dalam sistem politik di sebut dengan partisipasi politik. 
Di negara- negara demokrasi konsep partisipasi politik berawal dari paham 
bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang di lakukan dalam proses kegiatan bersama 
untuk mencapai tujuan-tujuan beserta masa depan masyarakat itu dan untuk 
menentukan orang-orang yang akan menjalankan roda kepemimpinan. Anggota 
masyarakat yang berpartisapi dalam kegiatan politik, misalnya  melalui pemberian 
suara atau kegiatan lain yang di dorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan 
bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau setidaknya di perhatikan dan bahwa 
mereka sedikit banyaknya dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang 





Sesuai dengan istilah partisipasi, maka partisipasi berati keikutsertaan warga 
negara biasa (yang tidak memiliki kewenangan) dalam mempengaruhi proses 
perbuatan dan pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan politik. Kegiatan warga 
negara dasarnya di bagi menjadi dua, yakni : (1) mempengaruhi isi kebijakan umum, 
dan (2) ikut serta menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik. Dengan 
kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku politik tidak 
selalu berupa partisipasi politik.1 
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut 
serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan 
negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah 
(public policy).2 Partisipasi politik masyarakat sangatlah penting dalam pemilihan 
pemerintah negara karena masa depan pejabat publik di suatu negara yang terpilih 
menentukan bagaimana negara tersebut dalam lima tahun kedepannya dan partisipasi 
politik di pandang pula sebagai bentuk evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap 
pejabat-pejabat pemerintahan. 
Bentuk partisipasi politik di bagi menjadi dua, bentuk pertama adalah 
partisipasi aktif yang berarti kegiatan berorientasi pada proses input dan output politik, 
sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. 
                                                          
1Leo Agustino, Perihal Ilmu Politik sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2007), h. 59. 





Di samping itu, terdapat sejumlah anggota anggota masyarakat yang tidak termasuk 
dalam kategori partisipasi aktif maupun pasif di karenakan mereka menganggap 
masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-
citakan.3 Dapat di katakan bahwa masyarakat dalam menyalurkan partisipasi politiknya 
memiliki alasan dan pandangan masing-masing yang akhirnya menempatkan diri 
dalam golongan partisipasi politik tersebut. 
Dalam realitas politik, indonesia secara konstitusional bukan negara islam 
melainkan negara pancasila, sehingga secara formal kelembagaan tidak 
memungkinkan bagi umat islam untuk mewujudkan seutuhnya prinsip-prinsip islam 
tentang hukum terutama dalam bentuknya yang resmi. Untuk memberlakukan hukum 
islam pada umatnya berdasarkan sistem politik yang ada, yang dapat di lakukan oleh 
umat islam adalah berjuang dalam bingkai politik hukum agar nilai-nilai islam dapat 
mewarnai bahkan dapat menjadi materi dalam produk hukum. Keterlibatan secara aktif 
dalam proses legislasi tersebut sangat penting sebab pada kenyataan hukum itu 
merupakan produk politik sehingga politik sangat independen bahkan determinan atas 
hukum. Islam mengajarkan umatnya untuk berpolitik didasarkan atas tiga alasan. 
Pertama, dalam kenyataan hidup ini tidak pernah dapat di lepaskan dari politik. Setiap 
manusia hidup dalam organisasi yang bernama negara dan dapat ia perjuangkan hak-
hak dan keyakinannya melalui organisasi negara itu. Kedua, Islam sendiri di yakini 
                                                          
3Gabriel A. Almond, Sidney Verba, Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di 





sebagai agama yang kaffah atau sempurna yang ajarannya mencakup semua kehidupan 
termasuk politik. Ketiga, islam memerintahkan umatnya untuk melakukan dakwah 
amar ma’ruf nahi munkar agar ajaran-ajarannya menjadi rahmat bagi seluruh alam 
(rahmatan lil ‘alamin).4 Dapat dilihat bahwa islam sangat menganjurkan umatnya 
berpartisipasi dalam politik dalam hal ini pemilihan presiden karena dengan melalui 
politik, produk hukum dan pemerintahan dapat di warnai dengan bingkai keislaman. 
Kenyataan menunjukkan bahwa tindakan politik warga negara itu memang 
selalu bergerak dari tidak terlibat sama sekali, terlibat secara terbatas sampai dengan 
terlibat secara penuh dalam kegiatan politik. Mereka yang tidak terlibat sama sekali 
dalam kegiatan politik dalam arti sikap masa bodoh atau apati (apaty) dapat di 
sebabkan karena hal-hal sebagai berikut : 
1. Sikap acuh tak acuh 
2. Tidak tertarik pada politik 
3. Kurang mengerti masalah politik  
4. Tidak yakin bahwa usaha dalam memengaruhi kebijakan publik akan berhasil.5 
Salah satu bentuk partisipasi politik yang di lakukan masyarakat indonesia yang 
baru saja dilakukan adalah pemilihan presiden (Pilpres). Definisi pemilihan presiden 
termuat dalam undang-undang No. 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan umum presiden 
                                                          
4Zuhraini, Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik, Jurnal Studi Keislaman, Volume 13, 
No. 1. Juni 2014, h. 52-53. 





dan wakil presiden dan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu tentang ketentuan umum 
yang berbunyi : 
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, selanjutnya  di sebut Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden 
dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.6 
Pemilihan presiden di lakukan untuk menentukan siapa yang akan menjadi 
pemimpin negara dalam 5 tahun kedepan. Partisipasi politik masyarakat dalam 
pemilihan presiden sangat penting karena menyangkut bagaimana pemerintahan 
negara kedepannya yang di letakkan dalam kekuasaan presiden yang di pilih. 
Pada tanggal 17 april 2019 telah di laksanakan pemilihan presiden di indonesia. 
Peningkatan signifikan terjadi pada partisipasi politik masyarakat indonesia pada 
pemilihan presiden tahun 2019 yaitu mencapai 81%  dari jumlah  Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) sebanyak 199.987.870 artinya bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya 
sebanyak 158.012.506 di seluruh indonesia. Sedangkan pada pemilihan presiden pada 
tahun 2014 hanya pada persentase 70%. Pada provinsi sulawesi selatan pemilih yang 
menggunakan hak pilihnya sebanyak 4.926.984 pengguna hak pilih.7 
 Salah satu daerah yang mengikuti pemilihan presiden Desa Pattopakang Kec. 
Mangarabombang Kab. Takalar. Pada pemilihan tersebut tingkat partisipasi 
masyarakat meningkat dari tahun 2014. Pada tahun 2019 di Desa Pattopakang Kab. 
                                                          
6Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan umum presiden dan 
wakil presiden 
7KPU (Komisi Pemilihan Umum), https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/. (di 





Takalar jumlah partisipasi masyarakatnya mencapai 82% dengan jumlah pemilih yang 
menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.757. Meningkatnya partisipasi politik 
masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2019 ini di pengaruhi oleh berbagai alasan 
yang mendorong masyarakat dalam menyalurkan partisipasinya.  
Berdasarkan latar belakang yang di paparkan, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul : Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang 
Kab. Takalar dalam Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan Islam.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Berdasarkan judul skripsi yaitu “Partisipasi Politik Masyarakat Desa 
Pattopakang Kab. Takalar dalam Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan 
Islam” maka fokus penelitian yaitu: 
a. Partisipasi Politiik 
b. Pemilihan Presiden 
c. Ketatanegaraan Islam. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran yang keliru terhadap judul 
skripsi ini, perlu di jelaskan tentang deskripsi fokus dari penelitian ini yaitu : 
a. Partisipasi Politik 
Partisipasi memiliki arti perihal turut berperan atau ikut serta dalam suatu 





(seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan).8 Jadi Partisipasi politik 
adalah keterlibatan individu-individu atau kelompok dalam berbagai macam tindakan 
dalam kehidupan politik yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi 
kebijakan pemerintah dengan salah satu jalan yaitu memilih pimpinan negara. 
b. Pemilihan Presiden 
Pemilihan artinya proses, cara, atau tindakan memilih dan presiden memiliki arti 
kepala negara bagi negara yang berbentuk republik.9 Pemilihan presiden yaitu suatu 
kegiatan politik yang di mana masyarakat di beri hak untuk memilih siapa yang di 
kehendaki untuk menjadi pemimpin negara dalam 5 tahun kedepan berdasarkan 
pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
c. Ketatanegaraan Islam 
Kata ketatanegaraan ialah seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan 
susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan 
suatu negara. Islam memiliki arti agama yang di ajarkan Nabi Muhammad saw. yang 
berpedoman pada Al-Qur’an yang di turunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.10 
Oleh karena itu, Ketatanegaraan islam adalah suatu aturan tentang organisasi negara 
islam yang berasaskan Al-Qur’an dan Hadits sebagai landasan  dalam menjalankan 
                                                          
8Kemdikbud RI, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), https://kbbi.kemdiikbud.go.id. (01 
Juli 2020). 
9Kemdikbud RI, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), https://kbbi.kemdiikbud.go.id. (01 
Juli 2020). 






organisasi negara. dimana dalam sistem pemerintahan islam tercermin suatu konsep 
imamah di mana hal ini secara eksplisit telah di atur dalam siyasah dasturiyah, yaitu 
siyasah yang berhubungan dengan ketentuan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan 
batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, dan ketetapan hak-hak yang 
wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara masyarakat dan penguasa.11 
NO.  Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1.  Partisipasi Politik a. Pengertian Partiisipasi Politik 
b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 
c. Cara dan Tipe Partisipasi Politik 
d. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung 
Partisipasi Politik 
e. Fungsi Partisipasi Politik 
2.  Pemilihan Presiden  a. Pengertian Pemilihan Umum Presiden 
b. Mekanisme Jalur Rekrutmen Calon Presiden 
dan Wakil Presiden berdasarkan Hukum 
Positif 
c. Pemilihan Presiden Secara Langsung 
d. Asas Pamilihan Umum 
                                                          
11Sabri Samin, Menguak konsep dan Implementasi Ketatanegaraan dalam Islam (fiqih 





3.  Ketatanegaraan Islam a. Pengertian Kepala Negara dalam Islam 
b. Metode Pengangkatan Kepala Negara dalam 
Islam 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah pokok yang 
menjadi kajian utama dari penelitian ini adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat 
Desa Pattopakang Kab. Takalar dalam pemilihan presiden 2019 perspektif 
ketatanegaraan Islam” dengan sub-sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden 
2019? 
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam menyalurkan 
partisipasi politk pada pemilihan presiden 2019? 
3. Bagaimana perspektif Ketatanegaraan Islam terhadap partisipasi politik 
masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2019 di Desa Pattopakang Kab. 
Takalar? 
D. Kajian Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini, di gunakan beberapa literatur yang masih berkaitan 
dengan pembahasan yang di maksud yaitu antara lain : 
1. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya “Partisipasi Politik di 





fenomena yang jauh lebih kompleks yang merupakan semacam payung yang 
mencakup banyak bentuk tindakan yang berlainan; semua tindakan itu 
dimaksud untuk mempengaruhi pemerintah pada suatu tingkat. Perluasan 
partisipasi politik di dalam segala lapisan sosial masyarakat adalah sebagai satu 
tujuan yang baik yaitu melalui partisipasi politik secara langsung ataupun tidak 
langsung ikut serta dalam pembangunan suatu negara. Sehingga dalam buku ini 
menekankan bahwa partisipasi politik merupakan suatu tujuan, sarana, hingga 
produk dalam sebuah pembangunan negara yang dapat di salurkan melalui 
pilihan masyarakat dalam partisipasi politiknya. Namun dalam buku ini belum 
mencakup tentang bentuk partisipasi politik yang bagaimana yang menjadi 
suatu bentuk yang paling di yakini masyarakat untuk dapat memenuhi kepuasan 
masyarakat dalam mempengaruhi segala produk politik sehingga dalam 
penelitian ini akan menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang 
menjadi titik kepuasan dalam menyalurkan hak politiknya. 
2. Anwar Arifin dalam bukunya “Perspektif Ilmu Politik”, menjelaskan berbagai 
aspek dalam kehidupan politik yang kemudian di perkaya dengan beberapa 
aspek ilmu komunikasi seperti opini publik yang merupakan salah satu 
kekuatan politik yang sangat di perlukan dalam sistem politik demokrasi. 
Banyak aspek yang dijelaskan dalam buku salah satu babnya memaparkan 
tentang partisipasi politik. Penjelasan mengenai partisipasi politik dalam buku 
ini menitik beratkan bahwa dalam partisipasi politik yang terpenting adalah 





berdampak bagi kehidupannya sebagai warga negara melalui kebijakan-
kebijakan yang di buat dan di laksanakan pemerintahan. Maka dari itu ketika 
warga negara dengan sengaja tidak mau berpartisipasi di katakannya sebagai 
bentuk protes terhadap rezim yang berkuasa. Namun dalam buku ini belum 
menjelaskan bahwa faktor apa yang mempengaruhi masyarakat hingga merasa 
tidak puas akan pemerintah atau rezim yang berkuasa dan memilih untuk tidak 
berpartisipasi dalam gelanggang politik pemerintahan. oleh karena itu dalam 
penelitian ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak 
puasan masyarakat tersebut. 
3. Fajlurraham Jurdi dalam bukunya “Pengantar Hukum Pemilihan Umum”, 
menjelaskan bahwa pemilihan merupakan salah satu usaha untuk 
memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan 
tindakan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby, dan upaya lain 
untuk menarik perhatian masyarakat untuk bersimpatik kepada pihak tertentu. 
Pemilu merupakan sarana perbaikan negara karena dengan adanya pemilihan 
umum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan siapa 
dan bagaimana pemerintahan akan di jalankan kedepannya dengan 
menyalurkan suaranya dalam pemilihan umum baik itu legislatif maupun 
eksekutif. Namun dalam buku ini belum memaparkan bahwa pemilihan bukan 
salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat di lakukan masyarakat dalam 





penelitian ini akan menjelaskan bentuk-bentuk dari partisipasi politik 
masyarakat. 
4. Loina Lalolo Krina Perangin angin dan Munawaroh Zainal dalam jurnalnya 
“Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media 
Sosial” menjelaskan bahwa media sosial telah di gunakan secara masif oleh 
para pemilih pemula karena melalui media sosial mereka dapat berinteraksi 
dan berkomunikasi tanpa memerlukan persiapan fisik maupun keharusan 
untuk memperlihatkan atribut kepribadian secara terbuka. Jejaring internet 
dapat di akses sangat mudah di mana pun berada sehingga intensitas 
menggunakan media sosial sangat tinggi. Sehingga dalam menggunakan media 
sosial segala issue politik dapat di tersebar dengan cepat dan mudah yang 
kemudian akan membuka mata para pemilih pemula melihat betapa pentingnya 
partisipasi politik. Namun dalam penelitian ini tidak menjelaskan bentuk atau 
fenomena lain yang dapat terjadi dalam masyarakat dalam mendorong untuk 
berpartisipasi politik. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menjelaskan 
fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang mendorong untuk 
menyalurkan partisipasi politiknya. 
5. Daud M. Liando dalam Jurnalnya “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat 
(Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon 
Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)” menjelaskan bahwa 
tingkat partisipasi politik masyarakat sangat dinamis, namun yang menjadi 





memilih di dorong oleh faktor transaksi dan unsur kedekatan secara emosional. 
Visi dan misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih. Namun dalam 
penelitian ini belum menjelaskan dari faktor-faktor yang terjadi dalam 
masyarakat apakah di dorong pula dengan adanya unsur agama sehingga dalam 
penelitian ini akan mengkaji fenomena pendukung masyarakat dalam 
berpartisipasi dalam politik di pengaruhi oleh agama atau tidak. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus 
adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden 
2019. 
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam 
menyalurkan partisipasi politk pada pemilihan presiden 2019. 
c. Untuk mengetahui perspektif ketatanegaraan Islam terhadap partisipasi politik 
masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2019 di Desa Pattopakang Kab. Takalar. 
2. Kegunaan  
a. Kegunaan Teoretis 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti 
lainnya dan di jadikan sumber informasi terkait dengan partisipasi politik pada 






b. Kegunaan Praktis 
Di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman di samping itu di 
harapkan hasil penelitian ini berguna bagi masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar 

























A. Partisipasi Politik 
1. Pengertian Partisipasi Politik 
Partisipasi politik merupakan serangkaian pilihan kegiatan yang berkaitan 
dengan keikutsertaan dalam kehidupan politik  sebagai tindakan sosial.12 Maka dari itu 
partisipasi politik menjadi suatu aspek penting dari demokrasi karena putusan politik 
yang di buat dan di laksanakan oleh pemerintah berhubungan dan mempengaruhi 
kehidupan warga negara maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi putusan 
yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam dalam 
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan putusan politik.13 Kondisi dan latar 
belakang suatu negara sangat berpengaruh pada partisipasi politik. pada negara yang 
dengan sistem demokrasi yang stabil, mungkin saja sangat sedikit terdapat tekanan-
tekanan politik. Berbeda dengan sistem demokrasi semu, antara lain pada negara-
negara berkembang atau negara-negara baru, unsur yang dominan merupakan 
kombinasi antara sukarela dan unsur tekanan termasuk manipulasi.14 Partisipasi politik 
yang ada di suatu negara akan menentukan kualitas demokrasi negara atau 
                                                          
12Nila Sastrawati, “Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S 
Coleman”, Ar-Risalah Vol. 19 No. 2, November 2019, h.190. 
13A. Rahman, Sistem Politik Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 285. 






pemerintahan yang ada. Demokrasi tidak akan berfungsi tanpa aktivitas atau tindakan 
minimun yang dilakukan warga negara dalam partisipasi politik.15 Inilah mengapa 
partisipasi masyarakat dalam dunia politik sangatlah penting sebab kebijakan-
kebijakan yang nanti akan di bentuk oleh pemerintahan sejatinya akan mempengaruhi 
tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri.  
Partisipasi adalah keterlibatan individu-individu dalam bermacam-macam 
tindakan dalam kehidupan politik. Keikut sertaan itu dapat berupa kegiatan memberi 
atau tidak memberi dukungan politik dalam berbagai kegiatan, terutama dalam 
kegiatan kampanye dan pemberian suara dalam pemilihan umum serta kegiatan dalam 
proses penetapan kebijakan politik.16 Oleh karena itu, partisipasi politik dapat di 
maknai sebagai suatu aspek yang turut ambil bagian, ikut serta atau berperan erat dalam 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan, kehidupan 
publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik, kebijakan, pengambilan 
keputusan dan pembagian atau alokasi.17 
Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses 
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta ikut dalam menentukan pimpinan 
                                                          
15Hendry Subiakto, Rachmah Ida, Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 64. 
 
16Anwar Arifin, Politik Pencitraan-Pencitraan Politik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 69. 
17Hasimu dan Achmad Abdi Amsir, “Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan di Desa Pulo 





pemerintahan.18 Partisipasi politik menurut Meriam Budiardjo dalam bukunya bahwa 
secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk 
ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih 
pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan 
pemerintah (public policy).19 Menurut Herbert McCloky dalam buku Prof. Dr Anwar 
Arifin menulis bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga 
masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa 
dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umun 
(public policy).20 Sedang dari perspektif ilmu politik partisipasi politik di sebut sebagai 
tindakan politik warga negara yang di lakukan oleh individu-individu yang bukan 
politikus atau bukan pemimpin politik. Mereka itu di sebut sebagai partisipan politik, 
pengikut politik atentif atau yang berminat dan ikut dalam kegiatan politik.21  Dari 
berbagai pengertian yang di kemukakan oleh para ahli tersebut secara garis besar 
partispasi politik adalah segala bentuk kegiatan masyarakat dalam politik yang akan 
mempengaruhi kebijakan yang di buat dan di laksanakan oleh pemerintah. Dari 
definisi-definisi tersebut dapat di tarik beberapa kriteria dari pengertian partisipasi 
politik, sebagai berikut: 
                                                          
18M Thahir Maloko, “Paertisipasi Politik Perempuan dalam tinjauan Al-Quran dan Hadis”, Al-
Fikr 17, No.1 (2013): h. 207 
19Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 367. 
20Anwar arifin, Perspektif Ilmu Politik, h.78. 





a. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat di amati dan bukan sikap atau orientasi. 
Jadi partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat objektif dan 
subjektif. 
b. Kegiatan politik warga negara biasa atau orang perorangan sebagai warga negara 
biasa yang di laksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara). 
c. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 
pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan juga 
terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah. 
d. Kegiatan tersebut di arahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa peduli 
efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil. 
e. Kegiatan yang di lakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan 
(konvensional) maupun dengan cara yang di luar prosedur yang wajar (tak 
konvensional) dan berupa kekerasan (violence). 
f. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta 
secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-
upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.22 
Aktivitas manusia di gelanggang politik, pada dasarnya merupakan tindakan 
politik atau partisipasi politi yang di kembangkan melalui pengalaman atau aplikasi 
sosialisasi politik. Secara umum partisipasi politik dapat di artikan sebagai kegiatan 
                                                          






warga negara yang bukan politikus yang ikut serta dalam kegiatan politik, terutama 
untuk mempengaruhi kebijakan politik. 
Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kearah 
partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut : 
a. Modernisasi 
Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedangang, kaum profesional) 
melakukan komersialisasi pertanian, inditralisasi, urbanisasi yang meningkat, 
penyebab kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan dan perkembangan media 
massa, mereka merasa dapat memepengaruhi nasib mereka sendiri, makin banyak 
menuntut ikut dalam kekuasaan politik. 
b. Perubahan-perubahan struktur Sosial Kelas Sosial 
Begitu berbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas 
dan berubah selama proses industralisasi dan modernisasi, masalah siapa yang berhak 
berpartisipasi dalam perbuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan 
perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik. 
c. Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern 
Kaum intelektual (sarjana, filosof, pengarang, wartawan) sering 
mengemukakan ide-ide seperti egaliteralisme dan nasionalisme kepada masyarakat 
untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi masyarakat luas dalam pembuatan 
keputusan politik. Sistem-sistem transparan komunikasi modern memudahkan dan 






d. Konflik-Konflik di antara Kelompok-Kelompok Pemimpin Politik 
Kalau timbul kompetensi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa di 
gunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan 
rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide 
partisipasi massa dan akibatnya menimbukkan gerakan-gerakan yang menuntut agar 
hak-hak ini di penuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan buruh 
dan mampu memperluas hak pilih rakyat. 
e. Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan Sosial, Ekonomi dan 
Kebudayaan. 
Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru 
biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin 
menyusup pada kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi 
politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan tidak mudah dapat 
di pengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan 
kepentingannya. Maka dari itu meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering 
merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam 
perbuatan keputusan politik.23 
 
 
                                                          






2. Bentuk Partisipasi Politik 
Warga negara secara individu yang bukan politikus atau bukan pemimpin 
politik yang melakukan partisipasi politik di sebut sebagai partisipan politik politik, 
yaitu pengikut politik etentif atau yang berminat dan ikut dalam kegiatan politik. Selain 
dari pada itu ada pula pengikut politik yang acuh tak acuh. Baik partisipan politik 
sebagai peserta politik yang atentif ataupun peserta politik yang acuh tak acuh 
merupakan khalayak politik dalam perspektif komunikasi politik yang mempunyai 
peran penting dalam mendorong timbulnya partisipasi politik.24 
Partisipasi politik bertindak dengan niat pribadi atau pengaruh dari luar dalam 
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, bentuk penyaluran partisipasi warga negara 
dapat di bagi menjadi dua yaitu partisipasi mobilisasi dan partisipasi otonom. Partipasi 
politik otonom Partisipasi yang bersifat otonom adalah bentuk partisipasi yang di 
lakukan secara sukarela oleh warga negara. Dan partispasi mobilisasi adalah partisipasi 
politik dengan menggunakan paksaan, persuasi, atau rangsangan-rangsangan materi 
mereka dapat di mobilisasikan orang lain dalam usaha menngejar sasaran tertentu.25 
Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai 
waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal 
dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan 
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revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dan di pakai sebagai 
ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik.26  
Menurut A. Rahman menulis bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan 
konvensional dan non konvensional sebagai berikut : 
a. Konvesional 
1) Pemberian suara 
2) Diskusi politik 
3) Kegiatan kampanya 
4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 
5) Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif 
b. Non-konvensional 
1) Pengajuan petisi 
2) Berdemostrasi  
3) Konfrontasi 
4) Mogok  
5) Tindak kekerasan politik harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran) 
6) Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan dan pembunuhan) 
perang gerilya dan revolusi.27 
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Menurut James Resenau partisipasi politik terbagi menjadi dua bentuk. 
Pertama, para pengamat yang memerhatikan politik tidak hanya selama pemilihan 
umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umunya warga 
negara yang merupakan khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio, dan 
pemirsa televisi), serta aktif dalam diskusi politik, seminar dan memberikan komentar 
melalui media massa. Kedua, adalah khalayak yang bukan hanya mengamati tetapi giat 
melakukan komunikasi (lobi) dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di 
pemerintahan maupun di parlemen dan di luar parlemen. 
Hantingtong dan Joan Nelson juga membagi partisipasi politik dalam beberapa 
bentuk seperti: 
a. Aktivitas individu dalam kegiatan pemilihan umum 
b. Melakukan lobi politik atau pembicaraan politik dengan politikus atau pejabat 
pemerintahan atau anggota parlemen 
c. Aktif dalam kegiatan organisasi sosial atau organisasi sayap politik 
d. Berusaha membangun jaringan politik 
e. Melakukan tindakan kekerasan (violence) dalam bentuk hura-hura, teror, kudeta 
atau pemberontakan.28 
Kegiatan-kegiatan tersebut yang di tuangkan dalam berbagai bentuk oleh 
masyarakat telah mencakup berbagai kegiatan warga negara dalam kehidupan dunia 
politik untuk mempengaruhi kebijakan politik. 
                                                          





Bentuk-bentuk partisipasi politik merupakan serangkaian pilihan kegiatan yang 
berkaitan dengan keikutsertaan dalam kehidupan politik. Rush dan Altrof 
mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politk kedalam tingkatan-tingkatan /hierarki 
sebagai berikut: Menduduki jabatan politik atau administratif, mencari jabatan politik 
atau administratif, keanggotaan aktif suatu organisasi politik, keanggotaan pasif suatu 
organisasi politik, keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi 
political),keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi political),partisipasi 
dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya,partisipasi dalam diskusi politik, dan 
voting atau pemberian suara. Hierarki partisipasi politik yang dikemukakan Rush dan 
Althoff digambarkan sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Hierarki Partisipasi Politik29 
 
(Sumber : Jurnal Nila Sastrawati Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori 
Pilihan Rasional James S Coleman) 
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Hierarki partisipasi politik yang dikemukakan Rush dan Althoff menunjukkan 
bahwa pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki jabatan dalam 
sistem politik termasuk anggota birokrat pada berbagai tingkatan. Kelompok yang 
menduduki hierarki tertinggi memiliki kepentingan yang besar terhadap pelaksanaan 
kekusaan politik yang formal. Dalam pelaksanaan kekuasaan politik, bukan berarti 
terlepas dari pengaruh individu-individu atau kelompok-kelompok lain dalam sistem 
politik termasuk individu atau kelompok yang mencari jabatan politik.30 
Pada tingkatan di bawah orang-orang atau kelompok-kelompok yang mencari 
jabatan politik terdapat keanggotaan pada organisasi politik kelompok kepentingan. 
Perbedaan yang paling mendasar antara partai politik dengan kelompok kepentingan 
terletak dari persepsi mereka terhadap politik. Kelompok kepentingan adalah 
organisasi yang berusaha memajukan, mempertahankan, atau mewakili sikap-sikap 
yang terbatas. Setelah tujuan atau maksud mereka tercapai, apakah dalam waktu 
singkat ataupun berkesinambungan, kelompok ini tidak memaksakan diri untuk terlibat 
dalam sistem. Sedangkan partai politik berusaha memajukan, mempertahankan, dan 
mewakili aspek yang lebih luas. Oleh sebab itu, pendukung partai politik lebih luas 
dibandingkan pendukung kelompok kepentingan.31 
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3. Cara dan Tipe Partisipasi Politik 
Cara berpartisipasi dalam proses politik menurut Dan Nimmo menyatakan 
bahwa partisipasi politik menggunakan tiga cara yaitu:  
a. gaya partisipasi 
b. motif partisipasi 
c. konsekuensi partisipasi.32 
Partisipasi politik mempunyai gaya partisipasi yang terdiri atas: gaya langsung 
atau wakilan, kentara atau tidak kentara, individual atau kolektif, sistematik atau acak, 
terbuka atau tersembunyi, berkomitmen atau tidak berkomitnen, dan derita atau 
kesenangan. Sedang motif partisipasi terdiri atas: di sengaja atau tidak di sengaja, 
rasional atau emosional, kebutuhan psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam atau 
luar, dan berpikir atau tidak berpikir. Kemudian, konsekuensi partisipasi mencakupi: 
fungsional dan disfungsional, bersinambungan atau terputus, dan mendukung atau 
menuntut.33 Partipasi berlatar belakang dengan hal tersebut yang kemudian akan 
mempengaruhi cara dan tipe masyarakat sebagai partisipan. 
Selain itu tipe partisipasi politik lainnya di sebut political disaffection, tipe 
politik ini adalah tingkah lakudan perasaan negatif seseorang terhadap sesuatu 
kehidupan politik atau sistem politik suartu negara. Tipe ini merupakan partisipan 
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politik yang tidak mempunyai kepercayaan terhadap mesin politik seperti kepala 
pemerintahan, parlemen, partai politik, dan hal yang berhubungan politik dengan 
perasaan bahwa kepentingannya tidak terpenuhi atau tidak di perhatikan oleh para 
pelaku politik. Tipe partisipan lainnya di sebut dengan political efficacy, tipe ini adalah 
tipe politik yang berubah-ubah tindakannya yang di lakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang. Jika di tarik inti dari tipe atau bagaimana cara masyarakat dalam 
berpartisipasi politik dapat di bagi menjadi dua yaitu, pertama partisipasi politik dalam 
pemilihan umum dan kedua partisipasi politik di luar pemilihan umum seperti 
partisipasi polittik dalam pembuatan kebijakan politik, atau kegiatan lainnya yang 
mempengaruhi kebijakan politik. 
4. Perilaku Politik Masyarakat 
Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun 
berhubungan langsung dengan proses politik, baik dalam pembuatan keputusan politik 
sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.34 Perilaku politik dapat di 
ketahui dengan tiga pendekatan yaitu : 
a) Pendekatan  Sosiologis 
Pendekatan ini menjelaskan bahwa ciri khas sosial dan pengelompokkan sosial 
mempunyai pengaruh-pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku 
politik seseorang. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan sampai 
                                                          





karakteristik sosiologis seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya 
merupakan bagian-bagian dan faktor-faktor penting dalam menentukan pilihan politik. 
b) Pendekatan Rasional 
Dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada 
timbal balik yang akan di terimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan 
manfaat dari pemimpin yang sedang bertanding ia tidak akan mengikuti dan melakukan 
pilihan pada proses pemilu. Pendekatan ini juga mengandalkan bahwa calon pemimpin 
melakukan berbagai promosi dan kampanye yang bertujuan untuk menarik simpati dan 
keinginan masyarakat. 
c) Pendekatan Psikologis 
Menurut pendekatan ini sosialisai menjadi penentu perilaku politik masyarakat. 
Pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama 
yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi 
kepada kandidat. 
Perilaku politik bukan hanya tentang kegiatan yang dilakukan masyarakat 
dalam kegiatan politik. Namun adapula masyarakat yang memilih untuk tidak ikut serta 
dalam kegiatan politik. Tipologi dari orientasi-orientasi yang menandai 
ketidakikutsertaan masyarakat dalam urusan-urusan politik, termasuk dalam 
pemberian hak suara pada saat pemilihan umum di sebabkan tiga faktor yaitu. Pertama, 
apatis atau masa bodoh, sikap ini lebih dari sekedar manifestasi kepribadian otoriter. 
Sikap ini terjadi akibat dari ketertutupan terhadap rangsangan politik, baginya kegiatan 





dan perhatian terhadap politik. Kedua, anomi (terpisah), sikap ini merujuk kepada sikap 
ketidakmampuan, terutama kepada keputusasaan yang dapat di antisipasi. Anomi 
adalah sikap di mana jika hal ini menjadi ekstrim da meluas akan mencakup suatu 
perasaan ketidakberdayaan dalam mengendalikan hidup secara umum. Ketiga, Alienasi 
(terasing) merupakan sikap tidak percaya pada pemerintah yang berasal dari keyakinan 
bahwa pemerintah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya. Disamping ketiga hal 
tersebut adapula sinisme. Sinisme merupakan satu sikap yang dapat di terapkan dengan 
baik pad aktivitas maupun ketidakaktifan.35 
5. Faktor-Faktor Partisipasi Politik Masyarakat 
Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa 
faktor.Menurut Ramlan Surbaktimenyebutkan dua variable lpenting yang 
mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.Pertama, aspek 
kesadaran politik terhadap pemerintah (system politik).Yangdimaksud dalam 
kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara.Misalnya, hak 
politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial 
dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan 
pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.36 
 
a. Faktor Penghambat 
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Partisipasi politik penting bagi warga negara karena melalui politik masyarakat 
telah menyerahkan kekusasaan kepada lembaga politik dan masyatakat juga tidak 
boleh kehilangan hak untuk membela diri dari kemungkinan terjadinya 
penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai negara yang berdaulat maka warga negara harus 
tetap memiliki  akses untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan sehingga 
partisipasi politik itu penting bagi pemerintahan yang demokratis. 
Dalam penyaluran partisipasi politik akan di temui faktor-faktor yang 
mengakibatkan rendahnya partisipasi seperti empat faktor berikut: 
1. Karena adanya kekecewaan pada institusi demokrasi yang terbentuk. Artinya, 
sebagian pemilih tidak percaya bahwa pemilihan bisa mengubah nasibnya 
menjadi lebih baik. 
2. Adanya kekecewaan pada wakil yang sudah duduk di pemerintahan maupun 
calon yang akan duduk di pemerintahan. Adanya pemikiran bahwa kandidat 
atau pasangan calon yang akan di pilih tidak akan mengubah apapun dalam 
hidupnya.  
3. Adanya teknis administrasi kepemiluan yang mau tidak mau menyebabkan 
pemilih menjadi golongan putih, yakni tidak terdaftarnya yang bersangkutan 
sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). 
4. Dikarenakan momentum hari pemilihan adalah hari libur yang menjadikan 





Dalam sistem demokrasi , partisipasi politik masyarakat di percaya sebagai 
pondasi praktek demokrasi perwakilan. Pemilulah yang menjadi alat untuk mengisi 
posisi dan jabatan publik melalui proses pemilihan oleh sekelompok orang (pemilih) 
yang bertujuan untuk memberikan legitimasi pada sebuah ragime dan politik modern 
yang di arahkan untuk mendukung berjalannya pemerintahan presidensill dan 
pemerintahan daerah yang efektif. Ironisnya hingga saat ini masih banyak 
permasalahan yang terkait dengan partisipasi politik masyarakat terkait dengan pemilu. 
Berikut ini Faktor penghambat dan pendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam 
di lihat sebagai berikut : 
1. Faktor Penghambat 
a. Faktor Pemerintahan  
Pemerintah memilikin andil yang cukup besar terkait dengan suksesnya 
penyelanggaraan pemilu dan kolerasinya dengan partisipasi politik masyarakat. karena 
kesejahteraan masyarakat adalah prinsip dasar pelaksanaan pemilu. 
Faktor pemerintah yang di maksud cukup mempunyai pengaruh dalam 
pelaksaan pemilu diantaranya adalah terkait dengan sistem perundangan yang di buat. 
Faktor perundangan yang terkait dengan pemilu juga saat ini seoerti yang di 
identifikasikan oleh lembaga yang bernama Kemitraan Partnership (sebuah lembaga 
independen yang memiliki concern terhadap electoral refrom), dimana terdapat 





yang cukup signifikan terasa pada pemilu legislatif yang di lanjutkan dengan pemilu 
presiden tahun 2014 lalu yang di sebabkan oleh dasar hukum penyelenggaraan pemilu 
yang tumpang tindih. UU No. 8 Tahun 2012 sebagai dasar penyelenggara pemilu 
merupakan undang-undang pemilu terbaru dan terlengkap; sementara di pihak lain, UU 
No. 42 tahun 2008 sebagai dasar penyelenggara PILPRES merupakan undang-undang 
lama dan banyak kekurangan. Ketimpangan muncul khususnya dalam mengatur  
pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya pendaftaran pemilih, pemungutan dan 
penghitungan suara, serta dalam penegakan hukum pemilu. Beberapa hal yang di atur 
dalam UU No. 8 tahun 2012 namun tidak di atur dar UU No. 42 tahun 2008 antara lain 
konsep Daftar Pemilih Khusus (DPK); rekapitulasi perhitungan suara di 
desa/kelurahan; dan adanya sentra penegakan hukum terpadu dan perselisihan Tata 
Usaha Negara Pemilu. 
Faktor perundangan yang di keluarkan oleh pemerintah yang signifikan 
kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat diantaranya adalah siapa saja 
yang di kategorikan sebagai pemilih. Ketentuan bahwa yang menjadi pemilih adalah 
masyarakat yang memiliki KTP atau memiliki NIP saja, jelas sangat berpengaruh pada 
tingkat partisipasi masyarakat. karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki 







b. Faktor Penyelenggara Pemilu 
Lemahnya sistem perundangan kepemiluan jelas akan berdampak bagi para 
penyelenggara baik KPU maupun dari sisi pengawasannya  yang dalam hal ini 
merupakan tugas PANWAS. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik 
masyarakat terkait dengan peran penyelenggara pemilu adalah kurangnya atau 
lemahnya sosialisasi yang dilakukan. Hal ini umumnya di sebabkan karena adanya 
keminiman dana yang di miliki. Faktor lainnya adalah terkait indepedensi para 
penyelenggara. Seperti yang di ketahui bahwa peraturan yang berlaku pada pihak 
penyelenggara masih sering di ganggu dengan pencairan anggaran yang padahal sangat 
berpengaruh pada pelaksanaan tahapan. Maka tidaklah mengherankan sering terjadi 
bergaining antara penyelenggara dengan pihak pemda sebagai pemilik otoritas 
pendanaan. Dan hal ini sangat rawan terjadinya kongkalikong antara mereka, dan 
independensi di pertaruhkan. 
Sementara dari pihak PANWAS lemahnya SDM, infrastruktur yang dimiliki di 
tambah dengan lemahnya aturan yang di buat terkait fungsi dan kewenangan mereka 
membuat PANWAS sangat sulit menjalankan fungsinya secara optimal. Aturan yang 
ada saat ini hanya memberikan kewenangan bagi panwas hanya sebagai pemberi 







c. Faktor Partai Politik 
Keberadaan partai politik dalam sebuah negara demokrasi merupakan syarat 
mutlak. Namun di sayangkan keberadaan partai politik di indonesia saat ini menjadi 
faktor rapuhnya sistem demokrasi yang kita anut. Hal ini di sebabkan karena partai 
politik belum dapat menjalankan fungsi seharusnya dengan baik. Sebagai contoh salah 
satu fungsi partai politik yang erat kaitannya dengan tingkat partisipasi politik 
masyarakat yaitu fungsi pendidikan politik. Fakta menunjukkan bahwa partai politik 
sangat lemah dalam menjalankan fungsi ini yang mengakibatkan masyarakat tidak 
peka terhadap politik. 
2. Faktor Pendorong 
a.  Antusiasme 
Momentum politik pada pemilihan presiden tahun 2019 di Desa Pattopakang 
Kacamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar menunjukkan angka partisipasi 
pemilih yang cukup tinggi dapat di lihat dengan mencapainya persentase hingga 82% 
pengguna hak pilihnya. faktor yang mendorong masyarakat  untuk menggunakan hak 
politiknya yaitu tingkat kesadaran dan antusiasme masyarakat. 
b. Peran Media Sosial 
Media sosial berfungsi tidak hanya sebagai sumber informasi namun juga di 





informasi secara luas mengenai Pemilihan Presiden juga mendorong terciptanya 
kesadaran masrakakat untuk menentukan pilihannya. 
c. Peran Kandidat 
Faktor yang juga sangat berpengaruh pada tingginya tingkat partisipasi politik 
masyarakat Desa Pattopakang yaitu strategi yang di jalankan oleh sebagian besar dari 
para kandidat yang bersaing pada saat itu. 
6. Fungsi Partisipasi Politik 
Partisipasi yang bersifat otonom adalah bentuk partisipasi yang di lakukan 
secara sukarela oleh warga negara yang dapat di katakan sebagai bentuk dari 
berfungsinya sosialisasi politik dan komunikasi politik. Pada dasarnya warga negara 
yang berpendidikan, mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta  
percaya bahwa keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan politik memiliki manfaat dan 
mempunyai efek politik. 
Menurut Robert Lane menyatakan dalam partisipasi politik memenuhi empat 
fungsi sebagai berikut: 
a. Partisipasi sebagai sarana untuk mengerjar kebutuhan ekonomi. 
b. Partisipasi sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan untuk penyesuaian 
sosial. 





d. Partisipasi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bahwa sadar dan kebutuhan 
psikologis tertentu.37 
Dengan melihat hal-hal tersebut maka benar adanya bahwa partisipasi 
merupakan suatu wadah yang di peruntukkan untuk memenuhi keinginan dan 
kebutuhan melalui tindakan atau perbuatan partisipan. 
Perlu di garis bawahi bahwa tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak bisa 
di pengaruhi oleh satu faktor saja, akan tetapi akan di pengaruhi oleh faktor lainnya, 
misalnya faktor tingkat kepercayaan masyarakat, faktor mobilisasi, faktor tingkat 
pendidikan, ekonomi, demografi, dan tingkat pendapatan, dan faktor psikologis seperti 
kedekatan dengan calon atau bahkan kekecewaan terhadap calon atau kontestan peserta 
pemilu yang pada akhirnya berujung pada sikap apatis. 
B. Pemilihan Umum Presiden 
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem presidensial, di 
presiden yang melaksanakan pemerintahan dalam arti yang sesungguhnya. Presiden 
dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh para menteri. Pemilihan umum merupakan 
sarana untuk menunjuk atau memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu merupakan 
ciri utama dari negara yang demokratis. Pemilu merupakan cara yang demokratis untuk 
mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas pemerintan. 
                                                          





Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu di rancang untuk menggantikan sistem 
penganggakatan dalam bentuk negara yang monarki yang di nilai cenderung 
memunculkan pemimpin yang otoriter. Meski demikian, harus di akui bahwa 
pelaksanan demokrasi bukanlah sistem yang sempurna yang tidak menpunyai 
kelemahan-kelemahan. Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para 
pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan 
menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup demokratis.38 
1. Pengertian Pemilihan Umum Presiden 
Secara umum pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) secara 
langsung di anggap lebih demokratis, terutama apabila di bandingkan dengan 
pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR yang terjadi pada tahun 1990.39 
Pemilihan secara langsung di katakan lebih demokratis di kerenakan terpilihnya 
presiden dan wakil presiden tersebut merupakan pilihan langsung dari masyarakat. 
Pemilihan umum yang di lakukan secara langsung oleh rakyat adalah saran untuk 
pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang 
demokrtis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berdasarkan 
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, untuk memilih presiden dan wakil 
presiden. 
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Ada dua alasan mengapa di lakukan pemilihan presiden secara langsung di 
Indonesia, yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk memunculkan presiden dan wakil presiden sesuai dengan kehendak rakyat.  
b. Untuk menjamin stabilitas pemerintahan agar tidak mudah di jatuhkan di tengah 
masa jabatan yang berlaku dalam sistem presidensial.40 
Pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 6A Undang-Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 42 Tahun 
2008 mempersyaratkan pengacuan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
harus mendapatkan 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara 
nasional. Pemilihannya mempersyarakatkan mendapatkan 50 pesen suara lih yang 
tersebar di 1/3 wilayah provinsi, jika tidak akan di lakuka pemilu ulang dengan 
menggunakan syarat suara terbanyak yang akan di lantik. 
Menurut Mahmud M.D pemilihan langsung secara demokratis yaitu, sebagai 
berikut: 
a. Membuka pintu tampilnya presiden dan wakil presiden sesuai kehendak mayoritas 
rakyat sendiri. 
b. Perlunya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk menjaga 
stabilitas pemerintah agar tidak mudah di jatuhkan di tengah jalan.41 
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2. Mekanisme Jalur Rekrutmen Calon Presiden dan Wakil Preside Berdasarkan 
Hukum Positif 
Dalam konteks pemilu, mekanisme pemilihan di katakan demokratis apabila 
memenuhi beberapa para meter, yaitu sebagai berikut: 
a. Pemilihan umum 
b. Rotasi kekuasaan 
c. Rekrutmen secara terbuka 
d. Akuntabilitas publik.42 
Pemilihan umum presiden merupakan proses pemilihan yang dilakukan untuk 
memilih presiden sebagai kepala negara. Dalam proses tersebut sebelumnya di lakukan 
beberapa tahapan-tahapan yang mekanismenya di ataur dalam peraturan perundang-
undangan sebagai berikut : 
a. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah perubahan 
Dalam UUD 1945 setelah perubahan mekanisme jalur rekrutmen calon 
presiden dan wakil presiden di atur dalam pasal 6 A ayat (2). Pasal tersebut 
menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka hanya ada satu jalur dalam 
melakukan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yaitu melalui pintu partai 
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politik. Artinya, setiap orang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai presiden dan 
wakil presiden harus mempunyai “tunggangan” partai politik. 
Secara yuridis ketentuan pasal 6A ayat (2) di atas mengalami “kejanggalan 
konstitusional”. Hal tersebut tampak ketika pasal 1 ayat (2) Uud 1945 (perubahan) telah 
mengembalikan kedaulatan itu kepada rakyat, tetapi dalam melakukan pemilihan 
langsung oleh rakyat, calon presiden dan wakil presiden masih di tentukan oleh partai 
polituk. Seharusnya karena konstitusi telah mengembalikan kedaulatan rakyat kepada 
pemiliknya yaitu rakyat itu sendiri, maka kemungkinan jalur pencalonan di luar pintu 
masuk partai politik seperti jalur pencalonan independen harus di berikan pintu masuk 
proporsional.43Ketentuan pasal 6A ayat (2) jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip 
demokrasi karena menutup sebagian hak-hak politik rakyat untuk maju sebagai calon 
presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Franz Magbnis Suseno menyatakan, salah 
satu ciri negara demokratis adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak 
dasar demokratis yang di jalankan secara baik.44 
Di tinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia, ketentuan pasal 6A 
ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan dapat di 
katakan konsisten dengan asas kedaulatan rakyat yang tertera dalam pembukaan UUD 
1945. Dengan kata lain, ketentuan pasal ini tidak konsisten dengan pembukaan UUD 
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1945 yang derajatnya lebih tinggi. Sehingga berdasarkan asas hukum lex suppreriori 
derogat lex inferiori ketentuan pasal 6A  ayat (2) UUD 1945 sudah seharusnya di ubah. 
Sebagai suatu kesatuan yang utuh, seharusnya hak-hak yang di atur dan di jamin 
oleh UUD 1945 tidak dapat saling menegasikan dengan hak-hak lain yang di atur dalam 
UUD 1945. Dengan demikian, hak partai politik untuk mengajukan calon presiden dan 
wakil presiden tidak boleh menutup kesempatan dan harus tetap membuka peluang hak 
warga negara untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa melalui 
mekanisme pencalonan partai politik.45 Karena di mata hukum semua warga negara 
adalah sama dan dari sisi hak asasi manusia warga negara tidak di perlakukan 
diskriminatif dan hak untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia sesuai 
dengan prinsip negara hukum yang demokratis. 
b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden 
Mekanisme jalur rekrutmen calon presiden dan wakil presiden dalam UU No. 
42 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 8 dan 9. Pada dasarnya ketentuan ini hanya sebagai 
penegasan dan derivasi dari pasal 6A ayat (2). Dalam Pasal 8 di sebutkan “calon 
presiden di usulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai 
politik.” Selanjutnya, Pasal 9 dari undang-undang yang sama mengatur syarat 
pengajuan calon presiden oleh partai politik, isinya: 
                                                          






“Pasangan calon di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 
memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan 
wakil presiden”46 
 Pasal 9 dari  undang-undang ini mengatur persyaratan yang cukup berat dalam 
pengusulan calon presiden. Ketentuan ini mengindikasikan adanya upaya monopoli 
oleh partai-partai politik yang besar. Bagi partai-partai besar persyaratan tersebut 
mungkin tidak akan jadi masalah, tetapi bagi partai-partai kecil hal ini akan menjadi 
hambatan yang cukup berat. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif 
terhadap partai-partai kecil. Selain itu juga, dapat merugikan hak-hak konstitusional 
warga negara karena partai politik kecil tempat rakyat berserikat di batasi untuk 
mengajukan calon presiden.47 
 Tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tercantum dalam 
Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil 
presiden meliputi: penyusunan daftar pemilih; pendaftaran bakal pasangan calon; 
penentapan pasangan calon; masa kampanye; masa tenang; pemungutan dan 
penghitungan suara; penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan 
pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden. 
3. Pemilihan Presiden Secara Langsung 
                                                          
46Pasal 9 Undang-Undang 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan umum presiden dan wakil 
presiden. 
47Ni’matul Huda, M Imam Naseh, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca 





Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 dalam pemilihan presiden Periode 
1999-2004 tidak serta merta menghentikan perdebatan sekitar tata cara pemilihan 
presiden. Sesuai dengan karakter sistem pemerintahan presidensial, ihwal pengisian 
jabatan presiden di lakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat.48 Sistem 
presidensial meletakkan presiden tidak hanya sebagai pusat kekuasaan eksekutif tetapi 
juga pusat kekuasaan negara. Artinya, presiden tidak hanya sebagai kepala 
pemerintahan (chief of executive) tetapi juga kepalanegara (chief of state). Itulah 
mengaopa rentang kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah eksekutif tetapi 
juga sedikit banyaknya merambah pada proses legislasi serta kewenangan di bidang 
yudikatif.49 Artinya bahwa presiden adalah kepala negara sekaligus menjadi kepala 
pemerintahan. 
Pemilihan secara langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden ini 
merupakan konsep yang secara otomatis berlaku dalam sistem presidensial, karena 
dalam sistem ini, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki 
sumber kekuasaan yang secara langsung merupakan mandat dari rakyat.50 Dari 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6A UUD 1945 tersebut, setidaknya terdapat tiga 
karakter pemilihan presiden dan wakil presiden langsung hasil perubahan UUD 1945. 
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Pertama, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum menjadi 
satu-satunya pintu masuk dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil 
presiden. Kedua, tidak ada ruang bagi perseorangan untuk maju menjadi calon presiden 
dan wakil presiden. Ketiga, selain harus mendapatkan dukungan lebih dari 50% suara 
pemilih, persebaran dukungan suara minimal 20% sekurang-kurangnya setengah 
jumlah provinsi menjadi persyaratan yang harus di penuhi untuk dapat memenangkan 
putaran pertama pemilihan (first round). Jika kedua syarat itu tidak terpenuhi, pasal 6A 
ayat (4) menjadi escape clause untuk menyelenggarakan pemilihan putaran kedua.51 
Dalam sistem pemilihan secara langsung, apapun hasilnya akan tetap di 
persoalkan terutama oleh pihak yang kalah. Apakah itu menyangkut proses 
pencalonannya, ataupun tentang proses penentuannya, isu tentang politik uang akan 
selalu di munculkan sebagai senjata pamungkas untuk menghadapi lawan politik yang 
tidak di senangi. Dengan hal itu akan menjadi bertambah kompleks  lagi dengan tidak 
jelasnya standar etika politik dalam masyarakat kita, etika di dalam kampanye, etika 
dalam melakukan mobilisasi massa, etika di dalam mengkritik, etika di dalam 
mengemukakan apa yang pantas dan apa yang tidak pantas.52 Pada dasarnya sistem 
apapun yang di gunakan dalam pemilihan akan tetap memiliki kekurangan dan 
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kelebihannya masing-masing karena memang pada hakikatnya pihak yang kalah akan 
selalu merasa tidak puas sebab pencapaiannya tidak sesuai yang di harapkan. 
 
4. Asas Pemilihan Umum 
Atas ketentuan pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
tahun 1945, pemiliha umum di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil. Dan definisi dari asas pemilu tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Langsung  
Asas ini berkaitan dengan engaged sang “demos” untuk memilih secara 
langsung wakil mereka untuk duduk di parlemen.53 Langsung artinya rakyat sebagai 
pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan 
kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.  
b. Umum 
Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam 
usia, yaitu sudah berumur 17 tahun  atau belum berusia 17 tahun namun telah kawin 
berhak mengikuti pemilihan umum. Warga negara yang sudah berusia 21 tahun berhak 
di pilih tanpa ada diskriminasi. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung 
makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang 
telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa dikriminasi (pengecualian) berdasarkan 
suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. 
                                                          






Bebas artinya bahwa setiap warga negara berhak memilih pilihannya dalam 
pemilihan umum bebas tanpa intervensi dari pihak manapun dan dengan jalan apapun. 
Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara di jamin keamanannya sehingga 
dapat memilih sesuai dengan kehendak hari nurani dan kepentingannya. 
d. Rahasia 
“Kerahasiaan” ini merupakan rantai dari “makna” kebebasan sebagaimana di 
sebutkan sebelumnya.54 Warga negara dalam memberikan suaranya di jamin bahwa 
pilihannya tidak akan di ketahui oleh pihak mananpun. Pemilih memberikan suaranya 
pada surat suara dan tidak dapat di ketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya di 
berikan. 
e. Jujur  
Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara atau pelaksana pemilu, 
pemerintah, partai politik, pengawas pemilu, dan termasuk pemilih lainnya serta semua 
pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung harus berlaku jujur sesuai 
dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku.Perilaku jujur ini  berkaitan dengan 
penyelenggaraa pemilu secara umum, terutama penyelenggaraan pemilu yang 
menentukan netralitas penyelenggaraan pemilu secara jujur dan tidak berpihak kepada 
pihak manapun55 
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Adil artinya penyelenggara pemilu, pemilih, dan partai politik peserta pemilu 
mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun. 
C. Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam 
1. Pengertian Kepala Negara dalam Islam  
Dalam sistem pemerintahan dalam islam tercermin sebagai suatu konsep 
imamah di mana hal ini secara eksplisit telah di atur dalam siyasah dusturiyah, yaitu 
siyasah yang berhubungan dengan ketentuan dasar mengenai  bentuk pemerintahan dan 
batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim 
bagi pelaksanaan urusan umat islam, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu 
dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.56 Istilah kepimpinan 
dalam fiqh siyasah dikenal dengan istilah khalifah, imamah, imarah, sultan, mulk, dan 
ri’asah. Namun istilah yang paling sering digunakan adalah khalifah. 
Kata khalifah dalam bentuk masdar (verbal noun) dari kata takhallafa. 
Takhallafa fulan fulana, di katakan demikian jika si fulan datang mendahului yang lain 
, atau ia datang lebih akhir atau si fulan (pertama) menangani urusan fulan (kedua), 
bisa jadi semasa dengannya dan sesudahnya. Khalifah adalah menggantikan yang lainn 
ada kalanya karena absennya yang di gantikan, mati, atau karena ketidakmampuan 
yang di gantikan dan sebagainya.57 Dalam Al-Quran Khalifah di sebut sebagai 
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pengelola kehidupan dunia yang tugasnya memerlukan organisasi dan mekanisme agar 
terwujud kedamaian dan kesejahteraan.58 Pesan- pesan ini terdapat dalam QS. Al-
Baqarah:2/30 : 
                                    
                             
Terjemahan: 
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 
aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."59 
 
 Menurut M. Dawam Raharjo, istilah khalifah dalam Al-Quran memiliki tiga 
makna. Pertama, adam merupakan simbol manusia sehingga dapat di ambil 
kesimpulan bahwa manusia berfungsi sebagai khalifah dalam kehidupan. Kedua, 
khalifah berarti pula generasi penerus atau generasi pengganti, fungsi khalifah di 
tentukan secara kolektif oleh suatu generasi. Ketiga, khalifah adalah kepala negara dan 
kepala pemerintah. Istilah ini berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan. 
Khalifah ini masih bersifat pribadi, sedangkan pemerintahan adalah kepimpinan yang 
telah melembaga ke dalam suatu kedaulatan. Menurut Al-Mawardi khilafah atau 
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imamah berfungsi mengganti peran kenabian dalam pemeliharaan agama dan mengatur 
dunia.60 
 Dalam hadis pula di sebutkan untuk memilih pemimpin yang mempunyai jiwa 
yang kuat dan tegas agar dapat menjalankan pemerintahan yang baik. seperti hadis 
sahih muslim no. 3404 dan 3405. berikut ini : 
  َعْن أَبِي ذَر ٍّ قَاَل: قُْلُت: يَا َرُسوَل اللِه أاَلَ تَْستَْعِملُنِي قَاَل: فََضَرَب بِيَِدِه َعلَى َمْنِكبِي ثُمَّ قَالَ 
يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِخْزٌي َونَدَاَمةٌ إِالَّ َمْن أََخذََها بَِحق َِها َوأَدَّى الَِّذي يَا أَبَا ذَر ٍّ إِنََّك َضِعيٌف َوإِنََّها أََمانَةُ َوإِنََّها 
اَعلَْيِه فِيهَ   
Terjemahan : 
“Dari Abu Dzar berkata, saya berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah anda 
menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)? Abu Dzar berkata: Kemudian beliau 
menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda: Wahai Abu Dzar, 
kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. 
Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang 
mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar”. 
2. Metode Pengangkatan Kepala Negara dalam Islam 
Metode pengangkatan kepala negara dalam sejarah islam di lakukan pada masa 
Khulafa Ar-Rasyidin. Maka dari itu pengangkatan kepala negara dalam islam dapat di 
lakukan dengan menggunakan beberapa cara seperti berikut : 
 
 
                                                          





a. Abu Bakar Ash-Shiddiq 
Ketika Nabi Muhammad saw. wafat timbullah persoalan siapa yang berhak 
menggantikan beliau sebagai pemimpin. Atas prakarsa kaum Anshar, musyawarah di 
laksanakan dengan kaum Muhajirin sehari setelah Rasulullah wafat di Tsaqifah Bani 
Saidah. Dalam pertemuan tersebut terjadilah berbagai perdebatan yang akhirnya Umar 
bin Khattab menunjuk Abu Bakar untuk Berbaiat sebagai Khalifah. Alasannya Abu 
Bakar adalah sahabat yang paling di sayangi Rasulullah dan hanya Abu Bakar yang 
pernah di minta untuk menjadi imam salat oleh Rasulullah.61 Kemudian pembaiatan 
yang di lakukan dari para sahabat dan di ikuti secara langsung oleh kaum muslimin, di 
sebut dengan Ahlul Halli Wal Aqd. 
b. Umar bin Khattab 
Pada saat khalifah Abu Bakar sakit menjelang wafatnya Abu Bakar menunjuk 
Umar bin Khattab sebagai penggantinya dalam suatu dokumen tertulis. Penunjukan itu 
di lakukan setelah melihat perdebatan di balai pertemuan Tsakifa Bani Saidah.62 Abu 
Bakar memberikan amanat kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah, namun setelah 
Abu Bakar wafat Umar bin Khattab memberikan kekuasaannya kepada umat islam 
untuk di rundingkan kembali, kemudian beliau terpilih menjadi khalifah kembali 
dengan melalui syura.  
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Syura berasal dari kata kerja syawara yang berarti menjelaskan, menyatakan, 
mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata 
syawara adalah tasyawara, artinya berunding, saling bertukar pendapat. Syawir  yang 
artinya meminta pendapat atau musyawarah.63 Jadi, syura atau musyawarah adalah 
saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta fan menukar pendapat 
mengenai suatu perkara. Menurut Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah  
adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah mada 
depan pemerintahan. Dengan musyawarah masyarakat akan lebih terdidik  untuk dapat 
mengeluarkan pendapat dan akan mampu mempraktekannya. 
Musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam islam. Di samping 
merupakan bentuk perintah dari Allah swt. musyawarah pada hakikatnya di maksudkan 
untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah 
dapat menjadi bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin 
masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan 
kepentingan bersama. Bahkan pelaksanaan musyawarah juga merupakan perwujudan 
penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, 
dan hak memperoleh keadilan di setiap individu. 
c. Utsman bin Affan 
Dalam suksesi menggantikan Umar bin Khattab, Umar mengembangkan sistem 
pemerintahan yang di umukan secara terbuka sebelum Umar wafat dengan tidak 
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menetapkan salah satu sahabat sebagai calon pengganti melainkan keenam sahabat itu 
memiliki peluang yang sama. Keenam sahabat itu ialah Ali bin Abu Thalib, Usman bin 
Affan, Saad bin Abi Waqas, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin 
Ubaidillah serta Abdullah bin Umar. Dengan sistem ini mengubah sistem monarki 
dengan sistem demokrasi perwakilan.  Umar meminta kepada dewan atau panitia 
khusus itu agar memilih khalifah dari anggota dewan itu dengan cara sebagai berikut : 
1) Apabila pemilihan itu berimbang, maka hendaknya di mintai pendapat Abdulah 
bin Umar. Jika dewan tidak menyetujui calonyang di dukung oleh Abdulah bin 
Umar maka dewan memilih calon yang di dukung Abdul Rahman bin Auf. 
2) Jika ada calon yang memperoleh suara minoritas, tetapi tetap membangkang, 
maka pembangkang itu supaya di penggal lehernya. 
Akhirnya pemipin rapat membaiat Usman bin Affan selanjutnya di ikuti oleh 
kaum muslimin yang hadir termasuk Ali dan pendukunganya. Pada masa ini demokrasi 
berkembang sedemikian rupa di kalangan masyarakat islam.64 Ini di tandai dengan 
pemilihan yang di lakukan saat Usman bin Affan terpilih sebagai khalifah. Dalam 
peristiwa ini terdapat sebuah tanda demokrasi telah di lakukan pada masa-masa sahabat 
dan partisipasi telah terjadi pada masa tersebut. 
d. Ali bin Abi Thalib 
Setelah Usman bin Affan mati terbunuh sehingga terjadi kekosongan khalifah. 
Dan akhirnya kembali di lakukan musyawarah yang di hadiri para pemimpin islam ibu 
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kota dan seluruh penduduk Madinah. Hasil musyawarah itu mencalonkan Thallah, 
Zubair dan Ali yang pada akhirnya Ali terpilih dan di baiat di Masjid Nabawi.65 
Terpilihnya Ali sebagai khalifah hampir sama dengan terpilihnya Usman bin Affan 
ysng di pilih dengan cara melalui perwakilan umat.  
Dari kisah-kisah sahabat dapat di lihat bahwa pada masa tersebut partisipasi 
politik terlah di lakukan untuk memilih kepala negara. Hal tersebut di lakukan agar 
tidak terjadinya kerancuan dalam pengangkatan  kepala negara dan  partisipasi yang di 
lakukan untuk kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. 
Pemilihan kepala negara adalah bentuk perjuangan untuk menganjurkan yang 
baik (maslahat) dan mencegah keburukan (mudharat), sebagaimana yang telah 
tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah/9: 71 sebagai berikut : 
                                 
                                 




“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki sdan perempuan, sebagian mereka 
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang 
makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat dan 
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menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan di beri 
rahmat oleh Allah swt. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.66 
Dari ayat tersebut dapat di artikan sebagai bentuk kritik dan saran bagi 
masyarakat baik secara individual maupun kelompok kepada pemerintah maupun 
wakil-wakil rakyat yang di salurkan melalui partisipasinya untuk memilih pemimpin. 
Dalam konteks pemilu Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah 
mengeluarkan fatwa atas wajibnya memilih pemimpin dalam pemilu. Hal ini terdapat 
dalam keputusan ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Padang Panjang pada 26 
Januari 2009/ 29 Muharram 1430 H, yang menyatukan sebagai berikut: 
1. Pemilihan umuum dalam pandangan islam adalah upaya untuk memilih 
pimpinan dan wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal  bagi terwujudnya cita-
cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa; 
2. Memilih pemimpin dalam islam adalah kewajiban untuk menegakkan Imamah 
dan Imarah dalam kehidupan bersama; 
3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan 
ketentuan agama agar terwujud kemashalatan dalam masyarakat; 
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4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (shiddiq), terpercaya 
(amanah), aktif dan aspiratif (Tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), 
dan memperjuangkan kepentingan umat islam, hukumnya adalah wajib; 
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana di 
sebutkan dalam buti 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada 
calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.67 
Fatwa MUI memang bukan meruapakan suatu jenis hukum atau peraturan 
perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Fatwa MUI 
hanya mengikat pada individu ataupu kelompok yang memiliki kepentingan 
terhadapnya.  Namun peraturan ini dapat menjadi pedoman bagi umat islam. Oleh 
karena itu keikutsertaan atau berpartisipasi politik itu menjadi suatu yang perlu untuk 






                                                          







A. Jenis dan Lokasnelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif lapangan (field 
research). Dengan berusaha untuk menggambarkan suatu keadaan dalam kondisi 
alamiah dan menemukan suatu penyelesaian dari permasalahan yang di teliti sebagai 
hasil dari penelitian yang dilakukan. jenis penelitian kualitatif lapangan ini di pilih 
karena kegiatan penelitian ini berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Desa 
Pattopakang Kab. Takalar dalam Pemilihan Presiden 2019 Perspektif Ketatanegaraan 
Islam” ialah sebuah penelitian yang mencoba untuk menemukan suatu penyelesaian 
dari masalah yang di teliti dan menghasilkan suatu solusi. 
2. Lokasi penelitian  
Lokasi penelitian yang di pilih adalah Desa Pattopakang Kec. 
Mangarabombang Kab. Takalar. Pemilihan lokasi ini didasari dengan alasan keingin 
tahuan seberapa besar partisipasi politik masyarakat di daerah tersebut dalam 
pemilihan presiden tahun 2019. Sebab di daerah tersebut salah satu daerah yang 








B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan teologis normatif (syar’i) yaitu pendekatan berdasarkan pada 
hukum Islam sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis serta 
pendapat-pendapat para ulama. 
2. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder 
sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif 
analisis. Hal ini di sebabkan penelitian hukum bertujuan untuk meneliti 
mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan 
kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian yang bersifat 
etis. Artinya pendakatan yuridis ini menjadikan hukum sebagai patokan dalam 
mengkaji sesuatu. 
3. Pendekatan Sosiologi politik yaitu suatu penelitian yang di dasarkan pada suatu 
keadaan politik dan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di 
dalam masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data 
primer dan data sekunder, sebagai berikut : 
1. Data Primer 
Data primer adalah data pokok dalam penelitian. Dalam penelitian ini peniliti 
membutuhkan data untuk membuktikan fakta yang ada di lapangan. Data yang di 
peroleh melalui lapangan adalah dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber 





seperti data-data respon tokoh masyarakat dan masyarakat awam terhadap fenomena 
politik yang terjadi pada pemilihan presiden tahun 2019. Penilitian ini melibatkan 
tokoh masyarakat Desa Pattopakang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar sebagai 
informan dari penelitian ini. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan dari buku-
buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Observasi  
Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini mempertimbangkan bahwa 
data yang di kumpulkan secara efektif dengan di lakukan secara langsung dalam 
melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Di gunakan metode ini dengan maksud 
untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara mengamati mencatat dna menganalisa secara sistematis. Pada Observasi 
ini di maksudkan untuk mendapatkan data yang efektif mengenai “Partisipasi Politik 










. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan 
mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut di lakukan dengan 
dialog (tanya jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Dengan hal ini 
wawancara akan di lakukan langsung dengan masyarakat dengan sample dari 
masyarakat Desa Pattopakang dengan aparat desa mengenai bagaimana partisipasi 
politik masyarakat yang di lakukan dalam pemilihan presiden pada tahun 2019. 
Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2019 Di Desa 
Pattopakang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar. Dalam hal ini di lakukan 
wawancara dengan beberapa informan di antaranya, pihak terkait yaitu Perangkat Desa 
dan tokoh masyarakat. 
Tabel 3.1 Daftar Informan 
No.  Nama Jabatan 
1.  Fitriani S.I Staf Pelayanan Umum Desa 
2.  Palette Dg Bella Kepala Dusun Batulannteang 
3.  Saharia Dg simba Tokoh Wanita 
4.  Syamsuddin Tokoh Pemuda 
5.  Baraccing Dg Rowa Tokoh Agama 
6.  Dg Sawi Ketua Kelompok Tani 






3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang di peroleh dalam bentuk 
dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa foto, video, surat-surat 
dan lain sebagainya. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain : 
1. Peneliti sediri sebagai instrumen pertama 
2. Pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah di susun untuk di ajukan 
pada informan. 
3. Handphone adalah alat yang di gunakan unuk keperluan dokumentasi seperti 
foto, video dan perekam suara 
4. Alat tulis yang di gunakan untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan 
penelitian. 
F. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data 
1. Teknik pengolahan Data 
Pengolahan data di artikan sebagai proses dalam melihat data-data yang di 
dapat di lapangan yang sesuai dengan rancangan, tujuan, dan sifat penelitian. Adapun 
teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Klasifikasi Data 
Klasifikasi data adalah teknik dalam menggolongkan dan mengelompokkan 






b. Reduksi Data 
Reduksi data adalah teknik untuk memilah milih mengurangi yang lebih dan 
menambah yang kurang sesuai dengan data yang di peroleh dalam penelitian. 
c. Editing Data 
Editing data adalah teknik pengolahan data untuk memeriksa hasil penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui relevansi atau hubungan dan keabsahan data di 
deskripsi dalam menemukan jawaban dari pokok masalah. 
2. Analisa Data 
Teknik analisa data bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang di peroleh. Analisa data yang di gunakan adalah analisa 
data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 
mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan dan mencatat yang di hasilkan di 
lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang telah 
di kumpulkan lalu di sajikan dalam bentuk teori yang menjadi landasan untuk menarik 
kesimpulan akhir. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Demi terjaminnya keakuratan data yang telah di kumpulkan, maka perlu di 
lakukan pengujian keabsahan data dalam hal pengujian keabsahan data yang di 
gunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan data dari berbagai 
sumber, segala cara atau metode dan waktu. Triangulasi yang di gunakan adalah 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah membandingkan 





sebuah kesimpulan. Dan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang 
sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang di peroleh dari teknik 
wawancara di cek dengan teknik observasi. Dalam menguji keabsahan data yang di 
peroleh untuk mengukur validasi hasil penelitian. Peneliti di tuntut meningkatkan 
ketekunan dalam meneliti, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan 

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Desa Pattopakang 
1. Letak Geografis 
Desa Pattopakang merupakan salah satu Desa yang berada dalam bagian 
Pemerintahan kecamatan Manggarabombang Kabupaten Takalar. Desa Pattopakang 
memiliki luas wilayah 1055.79 Ha, di mana Desa Pattopakang terdiri dari empat 
Dusun, yaitu Dusun Pattopakang, Dusun Mattirobulu, Dusun Batulanteang dan Dusun 
Maccini Baji. Batas-batas wilayah Desa Pattopakang dapat di jabarkan sebagai berikut 
: jarak dari ibu kota kabupaten sejauh 23 Km, dan jarak dari kecamatan sejauh 11 Km 
dengan jarak tempuh jika menggunakan kendaraan atau angkutan umum kurang lebih 
30 menit. Adapun Batas-batas Wilayah Desa Pattopakang adalah sebagai berikut : 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bontomanai 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bontoparang 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Laikang 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikoang 
2. Keadaan Tofografi 
Keadaan topografi Desa Pattopakang  termasuk dataran yang di kelilingi oleh 
hamparan sawah dan perkebunan dengan ketinggian rata-rata 50 meter dari permukaan 





seluas 43,5 Ha sehingga secara umum topografi Desa Pattopakang dataran dengan 
bentangan hamparan sawah dan kebun yang luas. 
3. Mata Pencaharian 
Daerah Persawahan dan daerah perkebunan merupakan sumber pendapatan 
utama masyarakat Desa Pattopakang. daerah persawahan dan perkebunan di Desa ini 
hanya di garap satu kali dalam satu tahun yaitu pada musim penghujan saja karena 
hanya mengandalkan tadah hujan. sehingga sumber mata pencaharian utama 
masyarakat Desa Pattopakang adalah bertani sawah dan berkebun sebanyak 653 KK, 
Karyawan sebanyak 102 KK, dan untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut: 
Tebel 4.1 Kajian mata pencaharian Masyarakat Desa Pattopakang 
Kajian Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pattopakang 
No. Pekerjaan Jumlah 
1 Petani 604 
2 Buruh Tani 49 
3 Pedagang Kecil 26 
4 Tukang Ojek 33 
5 Karyawan 102 
6 Bengkel 5 
7 Tukang Batu 8 
8 PNS 26 





4. Kependudukan dan Sosial Budaya 
a. Jumlah Penduduk  
Jumlah Penduduk Desa Pattopakang berjumlah 2691 jiwa, dengan jumlah laki-
laki 1276 jiwa dan jumlah perempuan 1415 jiwa yang terdiri dari 655 KK yang lebih 
jelasnya dalam uraian tabel berikut : 
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk 
Uraian Jumlah 
Jumlah KK 655 
Jumlah Laki-Laki 1276 
Jumlah Perempuan 1415 
Jumlah Jiwa 2691 
Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2019. 
b. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 
Penentuan aspek atau indikator tingkat kesejahteraan masyarakat Desa 
Pattopakang antara lain kepemilikan rumah, pekerjaan, sarana air bersih dan 
kepemilikan kendaraan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pattopakang terdiri 
dari Pra sejahtera sebanyak 303 KK, Pra sejahtera I sebanyak 150 KK, Pra sejahera II 






c. Tingkat Pendidikan Masyarakat 
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pattopakang pada umumnya masih 
rendah. saat ini sebanyak 864 orang tidak tamat SD, 294 orang tidak tamat SMP, dan 
255 orang tidak tamat SMA. 
5. Sarana dan Prasarana 
a. Transportasi 
Pembangunan infrastruktur di Desa Pattopakang belum begitu memadai, sarana 
jalan Desa sudah cukup memadai dan telah di akses oleh seluruh lapisan masyarakat. 
sarana jalan antar dusun sudah bagus di antaranya telah di aspal. sarana angkutan umum 
yang tersedia di Desa Pattopakang yaitu mobil angkutan umum (pete-pete) dan motor 
ojek, sebagian masyarakat desa telah memeliki kendaraan pribadi. 
b. Kondisi Perumahan dan Pemukiman 
Sebagian besar rumah penduduk Desa Pattopakang adalah rumah panggung dan 
hanya beberapa rumah permanent. Dalam wilayah dusun, Jarak antar rumah penduduk 
relatif saling berdekatan. 
c. Sarana Umum 
Desa Pattopakang memiliki beberapa tempat umum yaitu masjid sebanyak 4 






B. Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang pada Pemilihan 
Presiden 2019 
Partisipasi politik yang ada di suatu negara akan menjadi indikator penentu 
kualitas demokrasi atau pemerintahan yang ada di negara tersebut. Demokrasi tidak 
akan berfungsi tanpa aktivitas atau tindakan minumun yang di lakukan warga negara 
dalam partisipasi politik.68 Sehingga partisipasi politik menjadi salah satu aspek 
penting dalam kehidupan negara yang yang menganut sistem demokrasi. Bentuk 
penyaluran partisipasi warga negara dapat di bagi menjadi dua yaitu partisipasi 
mobilisasi dan partisipasi otonom. Partisipasi politik otonom adalah bentuk partisipasi 
yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara. Dan partisipasi politik yang bersifat 
mobilisasi adalah partisipasi yang dengan menggunakan paksaan, persuasi, atau 
rangsangan-rangsangan materi yang dimana mereka dapat mememobilisasikan orang 
lain dalam usaha mengejar sasaran tertentu. Bermacam-macam partisipasi politik yang 
terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu. kegiatan politik konvensional adalah 
bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Dan bentuk kegiatan 
politik yang non-konvensonal yaitu seperti petisi, kekerasan dan revolusionesia.  
Pada umumnya masyarakat mengenal partisipasi politik hanya dalam bentuk 
kempanye dan pemberian hak suara. Pemberian suara adalah bentuk partisipasi politik 
yang di lakukan dengan cara masyarakat ke TPS untuk mencoblos pasangan calon yang 
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di dukungnya. Dan kampanye merupakan sarana pesta demokrasi yang bertujuan 
sebagai kegiatan menyampaikan informasi  dan menyampaikan visi misi serta program 
kerja calon presiden dan wakil presiden sehingga menarik perhatian pemilih untuk 
memilihnya. Dan pemberian hak suara pada pemilihan adalah sebuah sarana bagi 
masyarakat memilih apa yang menjadi harapannya melalui siapa yang ia pilih. 
Pemilihan Presiden dan wakil presiden merupakan ruang publik yang memungkinkan 
warga negara sebagai individu dapat berperan aktif. Dalam pemilihan presiden dan 
wakil presiden masyarakat secara penuh memegang haknya dalam menentukan siapa 
yang ingin mereka pilih untuk mempimpin negara. Sehingga hak penuh tersebut di 
tuangkan dalam bentuk partisipasi politik. 
Untuk mengetahui bagaimana bentuk masyarakat Desa Pattopakang Kab. 
Takalar dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dapat di ketahui 
melalui wawancara yang telah di lakukan dengan masyarakat Desa Pattopakang. 
Mustari Dg Tiro menyatakan bahwa : 
Iya saya ikut dalam pemilihan presiden tahun 2019, saya ikut dalam kampanye, 
diskusi politik dan tentu menyalurkan hak suara saya. selain saya sebagai warga 
negara indonesia juga saya dapat kepercayaan untuk menjadi Koordiantor Desa 
(Kordes) untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden jadi pasti 
saya akan memaksimalkan moment pemilihan presiden itu dengan sangat 
maksimal.69 
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Berkaitan dengan hasil wawancara di atas, dapat di lihat bahwa kepentingan 
sangat berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk menyalurkan hak 
politiknya dalam berbagai bentuk partisipasi politik baik itu kepentingan untuk 
memenangkan salah satu calon presiden ataupun kepentingan karena adanya amanah 
yang di berikan oleh calon presiden dan wakil presiden Namun tidak semua masyarakat 
demikian adapula masyarakat yang acuh tak acuh umtuk masalah politik yang akhirnya 
memilih untuk menjadi golonngan putih (golput). 
Masyarakat Desa Pattopakang dalam melakukan pemilihan presiden tahun 
2019 secara umum memilih bentuk partisipasi yaitu pemberian hak suara dan 
kampanye, ini sejalan dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan  wawancara 
yang di lakukan dengan saudari Dg Simba sebagai salah satu anggota PKK di Desa 
Pattopakang: 
Bentuk partisipasi politik atau kegiatan politik yang saya lakukan pada 
pemilihan presiden yaitu pergi ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk 
mencoblos pasangan pilihan saya, itu adalah salah satu usaha saya untuk 
mendukung pasangan yang saya dukung pada saat pemilihan presiden. selain 
itu juga sebelum hari H pemilihan, saya dengan anggota PKK lain ikut pula 
dalam kegiatan kampanye salah satu calon presiden.70 
Gayong Dg Tunru juga Menyatakan bahwa: 
Saya ikut pemilihan presiden, saya pergi memilih, saya juga pergi kampanye 
waktu itu. saya keliling Kab. Takalar untuk kampanye.71 
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Lebih lanjut Gayong Dg Tunru menyatakan bahwa; 
Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut saya tidak di pengaruhi oleh 
pihak mananpun, saya melakukannya karena keinginan sendiri. Dan percaya 
dengan apa yang saya lakukan itu dapat membuat kehidupan saya lebih baik 
kedepannya melalui pemerintahan yang di jalankan oleh calon pasangan 
presiden dan wakil presiden yang saya dukung. Jika memang apa yang mereka 
janjikan pada program kerjanya itu di realisasikan dengan baik.72 
Baraccing Dg. Rowa dan Sabaria Dg Tonji pun berpendapat yang sama: 
Saya pergi memilih waktu itu, saya memberikan hak suara saya. saya dan 
keluarga yang mempunyai surat panggilan untuk memilih pergi menggunakan 
hak suara. saya tidak punya alasan untuk tidak pergi memilih dan itu pula yang 
saya tanamkan kekeluarga saya. Selama kita masih bisa menjadi masyarakat 
yang taat aturan kenapa tidak kita lakukan, bukankah itu hal yang baik untuk 
kemajuan negara kita.73 
Berkaitan dengan hasil wawancara di atas, melihat bahwa mayoritas 
masyarakat Desa pattopakang pada pemilihan Presiden menyalurkan partisipasi 
politiknya dalam bentuk pemberian suara dan kampanye. Masyarakat desa pattopakang 
melihat pemilihan merupakan suatu kesempatan untuk menyalurkan pendapat secara 
tidak langsung melalui pemilihan yang di lakukan secara langsung. Bagi masyarakat 
Desa Pattopakang memberikan satu suara seperti memberikan satu nafas baru untuk 
negara. Mereka sadar bahwa sebagai warga negara yang baik maka tidak boleh untuk 
melalaikan kewajibannya Partisipasi politik dalam bentuk pemberian hak suara dapat 
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di analisa dengan melihat data statistik KPU tentang tingkat partisipasi politik di Desa 
Pattopakang Kab. Takalar. Berikut adalah data Pemilihan Presiden 2019 di Desa 
Pattopakang Kab. Takalar : 
Tabel 4.3 Partisipasi Pemilihan Presiden Di Desa Pattopakang Suara sah dan 
tidak sah 
Suara Sah 1,683 
Suara Tidak sah 74 
Jumlah 1,757 
Persentase suara sah 95,78% 
Sumber: KPU-Portal Publikasi Pileg 2019 
Tabel 4.4 Pemilih dan Pengguna Hak pilih Desa Pattopakang Kab. Takalar 
Pada Pemilihan Presiden 2019. 
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Total 
Pemilih 1,022 1,113 2,135 
Pengguna Hak Pilih 814 943 1,757 
Persentase Partisipasi 79,64 % 84,72 % 82,29 % 
Sumber: KPU-Portal Publikasi Pileg 2019 
Dari statistik antusias warga Desa Pattopakang dalam pemilihan presiden tahun 





suaranya hingga mencapai angka persentase 82,29 % untuk seluruh pengguna hak 
suara baik yang sah dan tidak sah. Mayoritas Masyarakat Desa Pattopakang memiliki 
pendapat sebagai berikut : 
 Farida Tahir, Menyatakan bahwa: 
Saya ikut dalam pemilihan presiden yang lalu karena saya sadar akan kewajiban 
saya sebagai warga negara yang harus menyalurkan partisipasi politik saya 
yaitu dengan menggunakan hak pilih saya. Lagi pula tidak ada salahnya untuk 
pergi ke TPS untuk memilih sebab itu hal yang hanya di lakukan 1 kali dalam 
5 tahun.74 
Ramlah Dg Rannu, Juga menyatakan demikian: 
Saya mengikuti Pemilihan Presiden karena saya tahu kewajiban saya sebagai 
warga negara indonesia, jadi saya harus ikut untuk memilih presiden.75 
Suharni, menyatakan bahwa : 
Saya pergi melakukan pemilihan presiden tahun 2019 karena saya mau pilihan 
saya naik sebagai presiden. Dengan keikutsertaan saya pergi memilih akan 
menambah kemungkinan untuk pasangan calon presiden yang saya dukung 
akan menang.76 
Haslianti Dg. Te’ne, menyatakan bahwa : 
Saya menggunakan hak suara saya karena saya tidak mau pasangan calon 
presiden dan wakil presiden saya kalah. Walaupun suara saya cuman sebagian 
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kecil dari warga negara yang ada di Indonesia tapi setidaknya saya sudah 
melakukan tugas saya sebagai warga negara yang baik.77 
 Warga Desa pattopakang memiliki alasan yang beragam dalam menyalurkan 
hak suaranya dalam pemilihan presiden. Namun mayoritas hal yang menjadi alasannya 
adalah kesadaran politik dan untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden 
yang di pilihnya. Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran politik masyarakat Desa 
Pattopakang bisa dikatakan baik, seperti yang di paparkan oleh Kepala Dusun 
Batulanteang Bapak Palette Dg bella yang menyatakan bahwa : 
Warga Masyarakat Desa Pattopakang memang cukup baik dalam menanggapi 
setiap kegiatan politik, ya seperti pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu. 
Mereka merespon dengan baik, mengapa saya menyatakan demikian karena 
pada saat pemilihan tersebut masyarakat berbondong-bondong pergi ke TPS 
pada awal pagi, bahkan ada beberapa masyarakat yang sebelum pemungutan 
suara di mulai mereka sudah menunggu untuk bisa masuk ke TPS dan 
mencoblos pilihannya. itu menurut saya adalah satu bukti nyata ke antusiasan 
masyarakat Desa Pattopakang di samping data pemilih yang mengikuti 
pemilihan yang mencapai 82%.78 
 
 Dapat di lihat dari data tersebut bahwa pemberian hak suara adalah bentuk 
partisipasi yang paling di minati masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar sebagai 
langkah yang di percaya masyarakat untuk dapat ikut dalam merubah kebijakan dan 
tatanan pemerintahan. 
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat Masyarakat dalam Menyalurkan 
Partisipasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 
Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu di rancang untuk menggantikan sistem 
pengangkatan dalam bentuk negara yang monarki yang di nilai cenderung 
memunculkan pimpinan yang otoriter. Di gantinya sistem penganggakatan tersebut 
menjadi pemilihan umum yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya yang 
kemudian hal tersebut memberi seluruh masyarakat ruang untuk berpartisipasi politik 
secara langsung. Namun dalam penyaluran partisipasi akan ada faktor-faktor yang akan 
menjadi alasan masyarakat untuk melakukan kegiatan politik atau tidak. 
1. Faktor Penghambat 
a. Faktor Kepercayaan 
Faktor yang menghambat beberapa masyarakat Desa Pattopakang dalam 
melakukan partisipasi politik pada pemilihan presiden tahun 2019. Alasan salah satu 
masyarakat Desa Pattopakang yang tidak mengikuti pemilihan presiden tahun 2019 
yaitu saudara Dg Bimbi, ia menyatakan bahwa : 
Maaf saya tidak pergi memilih waktu itu karena biarpun salah satu dari mereka 
naik tidak ada pengaruhnya pada saya. Hanya mereka yang akan enak dan pada 
saat itu kami yang rakyat kecil tidak akan di lihat lagi. Jadi biarlah, siapapun 
yang menang tidak ada pengaruhnya untuk saya.79 
                                                          
79Dg Bimbi (38 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Pattopakang Kec. 





Dg Nurung juga menyatakan hal yang demikan : 
Saya tidak memilih saat itu karena saya kecewa dengan pemerintahan 
sebelumnya. Saya tidak merasa hak saya terpenuhi dan sepertinya siapapun 
yang menang saat itu akan berakhir sama juga jadi tidak perlu untuk pergi 
memilih.80 
Rendahnya partisipasi politik masyarakat itu mayoritas adalah adanya ketidak 
percayaan kepada pihak pemerintahan di karenakan adanya kekecewaan-kekecewaan 
yang sebelumnya pernah di lakukan sehingga masyarakat menyamaratakan semua 
yang berbau dengan pemerintahan dan politik hanyalah sebuah kepentingan. Selain 
dari rasa ketidak percayaan juga di pengaruhi dengan tingkat kesadaran masyarakat 
sebagai warga negara. Rendanya kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya 
mengakibatkan masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap proses pemerintahan yang 
akhirnya beberapa masyarakat menjadi golongan putih bahkan apatis. selain itu faktor 
lain yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di antaranya adalah pendidikan, 
jenis kelamin dan profesi. 
b. Faktor Administrasi 
Faktor administrasi menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi, seperti yang nyatakan oleh saudari Mita Faradilla : 
Saya tidak pergi memilih waktu itu karena pada saat itu saya pindah domisili 
dari Bantaeng ke Takalar. Pada saat pemilihan saya sudah pindah namun belum 
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tercatat dalam dalam kependudukan Kabupaten Takalar jadi saya tidak bisa 
pergi memilih waktu itu.81 
 Dari pernyataan tersebut, Faktor administrasi pemerintahan juga sangat 
berpengaruh bagi masyarakat dalam berpartisipasi politik. Ketidakpastian identitas 
masyarakat membuat masyarakat tidak punya kuasa untuk melakukan tindakan sebagai 
warga negara seperti yang terjadi pada saudara Mita Faradilla yang tidak bisa 
melakukan kegiatan politik pemilihan pemimpin negara karena tidak memiliki identitas 
kependudukan. 
 Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut faktor penghambat yang terjadi 
dalam masyarakat Desa Pattopakang ialah adanya rasa ketidak percayaan masyarakat 
pada pemilik kuasa atau pemerintahan yang membuat masyarakat bersikap acuh tak 
acuh atau apatis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Faktor kedua 
yaitu adanya kesalahan dalam administrasi yang mengakibatkan warga negara tidak 
memiliki identitas kependudukan yang menjadikannya tidak dapat untuk melakukan 
kegiatan politik khususnya pemberian hak suara pada pemilihan presiden tahun 2019. 
2. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar dalam 
melakukan partisipasi politik yaitu adanya motivasi dalam diri masing-masing individu 
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masyarakat Desa Pattopakang seperti yang nyatakan oleh salah satu masyarakat Desa 
Pattopakang pada saat wawancara, Ta’i menyatakan bahwa: 
Saya pergi memilih ke TPS karena saya tahu itu adalah ke wajiban saya sebagai 
warga negara yang baik. Waktu itu saya pada hari pemilihan pada pagi harinya 
sudah bersiap-siap untuk ke TPS sebab tidak mau kedahuluan oleh orang lain 
dan kita bisa lama menunggu karena sudah banyak antrian di depan.82 
Bayang Dg Te’ne juga menyatakan hal demikian ; 
Saya melakukan kegiatan politik seperti pemberian hak suara itu karena adanya 
dorongan dalam diri saya sendiri untuk melakukan pemilihan. Bukan karena di 
suruh oleh orang lain atau karena adanya hal-hal lain yang dapat mempengaruhi 
saya dalam melakukan kegiatan tersebut.83 
Pernyataan yang sama pun di lontarkan oleh Dg sawi ketua kelompok Tani di 
Desa Pattopakang : 
Saya kira masyarakat di sini memang sangat bersemangat dalam masalah pilih 
memilih, itu saya lihat tetangga-tetangga yang hampir semuanya ikut dalam 
pemilihan. Jadi secara tidak langsung ini menjadi salah satu pendorong atau 
contoh untuk masyarakat yang agak susah di beri tahu tentang masalah politik 
bahwa tidak ada salahnya untuk menyalurkan hak politik kita dalam hal ini 
mengikuti pemilihan presiden.84  
Dari pernyataan di atas terdapat motivasi masyarakat untuk berpartisipasi 
politik dalam pemilihan presiden 2019. Adanya semangat dalam diri masing-masing 
individu masyarakat untuk memenangkan calon pasangan presiden yang membuat 
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adanya antusiasme yang tinggi. Dan adanya kesadaran dalam diri setiap masyarakat 
untuk melakukan langkah-langkah yang dapat mempengaruhi pemerintahan melalui 
suara yang mereka sumbangkan melalui pemilu. Kemudian dalam membangun 
motivasi tersebut masyarakat Desa Pattopakang di dukung oleh faktor-faktor sebagai 
berikut : 
a. Faktor Media Sosial 
Media sosial sudah menjadi hal yang umum bagi setiap masyarakat. Media 
sosial dapat menjadi ladang pendidikan dan pengetahuan untuk fenomena-fenomena 
yang terjadi dalam negara bahkan dunia. Ini membuat masyarakat lebih mudah untuk 
mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan seperti pada momentum pemilihan 
presiden seperti pernyataan saudari Farida Tahir: 
Saya menentukan pilihan saya sesuai dengan visi misi yang mereka paparkan 
di TV serta melihat debat capres yang di adakan di salah satu stasiun TV, itu 
membuat saya sedikit menaruh simpati pada salah satu pasangan calon 
presiden.85 
Rosdiana pun berpendapat yang sama dengan pernyataan : 
Saya sebagai generasi muda tentu memanfaatkan media sosial untuk menilai 
bagaimana para calon presiden, bagaimana program kerjanya, visi misinya, dan 
info-info pemilihan pun saya dapatkan di internet dan saya beri tahukan kepada 
orang terdekat saya tentang informasi-informasi tersebut. Media sosial sangat 
membantu saya untuk lebih mengenal para calon presiden” 
Syamsiari pula menyatakan hal yang demikian : 
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Media sosial sangat membantu saya untuk memilah dan memilih calon 
pasangan presiden sebab informasi di media sosial lebih lengkap. Media sosial 
juga sangat membuka mata saya tentang pemilihan presiden,86 
 Berkaitan dangan wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 
masyarakat Desa Pattoapakang memanfaatkan dengan baik media sosial baik 
elektronik maupun cetak sebagai sumber informasi untuk menjadi bahan penilaian bagi 
para calon presiden hingga dapat menentukan pilihan yang tepat.  
b. Peran Kandidat 
Hal lain yang menjadi pendukung masyarakat dalam membangung motivasi 
berpartisipasi nyatakan saudari Risnawati S. Kep sebagai salah satu anggota karang 
taruna bahwa: 
Salah satu alasan saya memilih pasangan tersebut karena saya melihat visi misi 
dan program kerja yang saya kira saya setuju dengan hal tersebut untuk 
kemajuan negara untuk 5 tahun kedepannya.87 
Peran kandidat dalam memengaruhi pilihan rakyat memang menjadi salah satu 
magnet paling kuat untuk menarik minat rakyat untuk memilihnya baik itu dari visi 
misinya hingga pada sisi kepribadiannya. itu semua menjadi penilaian tersendiri bagi 
masyarakat dalam menentukan pilihan. 
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Di samping itu semua ada pula faktor pendorong lain yang memungkinkan 
masyarakat untuk berpartisipasi politik seperti dorongan dari adanya faktor agama, 
suku, ras dan lain sebagainya. Namun dari hasil wawancara masyarakat Desa 
Pattopakang Kab. Takalar adalah masyarakat yang tidak mengelompokkan individu 
atau kelompok dalam hal-hal yang berbau rasisme. Masyarakat Desa Pattopakang 
menganggap selama orang atau kelompok itu masih berwarga negara indonesia maka 
mereka adalah sama yaitu warga negara indonesia. seperti yang di kemukakan oleh 
Mustari Dg Tiro : 
Saya kira tidak, masalah agama atau lain sebagainya adalah masalah individu 
yah. kita tidak boleh membeeda-bedakan satu dengan yang lain hanya karena 
berbeda agama atau berbeda suku sebab kita hidup di negara yang berprinsip 
Bhineka Tunggal Ika yaitu meskipun kita berbeda tapi kita tetap satu. 
Begitupun dalam hal memilih pemimpin, meskipun misalnya kita berbeda 
agama atau berbeda suku itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak 
memilihnya, kita harus melihat kandidat dari sisi pemikirannya dan bagaimana 
rencananya untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Dan saya rasa 
masyarakat di sini berpimikaran demikian, mereka tidak di dorong dengan hal-
hal demikian. Kalaupun ada mungkin hanya sebagian kecil yang berpandangan 
demikian.88 
Dg Sawi juga berpendapat demikian: 
Tidak, saya tidak di dorong dengan hal-hal demikian sebab saya hanya melihat 
para calon dengan apa yang mereka janjikan saja kepada kepada negara dan 
warganya, saya kira itu sudah cukup untuk saya dapat menentukan pilihan. saya 
tidak perlu melihat dari golongan mana mereka.89 
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89Dg Sawi (55 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Pattopakang Kec. 





Dapat di lihat dari hasil wawancara di atas bahwa terdapat beberapa faktor yang 
dapat mendukung dan menghambat partisipasi politik sebuah masyarakat terkhusus 
Desa Pattopakang Kab. Takalar. Faktor-faktor yang terjadi pada setiap individu 
berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang di alaminya saat itu. Namun meskipun 
demikian sebagai warga negara yang baik apapun faktor penghambat yang di alami 
oleh individu tersebut untuk kedepannya semoga pemerintah dapat memperbaiki aturan 
dan penyelenggaraan pemilu agar setiap individu masyarakat dapat berpartisipasi dan 
masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran politiknya agar kehidupan 
pemerintahan menjadi lebih baik kedepannya. 
D. Perspektif Ketatanegaraan Islam terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa 
Pattopakang Kab. Takalar.  
Dalam realitas politik, Indonesia secara kunstitusional adalah bukan negara 
islam melainkan negara pancasila, sehingga secara formal kelembagaan tidak 
memungkinkan umat Islam untuk mewujudkan seutuhnya prinsip-prinsip Islam 
tentang hukum terutama dalam bentuk yang resmi. Negara pancasila membina dan 
mengakui agama-agama yang di anut rakyatnya sepanjang berkeadaban dan 
berkeadilan. Dan untuk memberlakukan hukum Islam pada umatnya berdasarkan 
sistem politik yang ada saat ini maka yang dapat di lakukan adalah dengan umat Islam 





dan materi dalam produk hukum.90 Perjuangan untuk mewarnai produk hukum dengan 
bingkai islam maka salah satu perjuangan yang di lakukan umat Islam adalah dalam 
menjadi partisipan politik. 
Pentingnya partisipasi politik umat Islam dalam konteks demokrasi di 
Indonesia khususnya pada pemilihan presiden adalah untuk memilih pemimpin yang 
menjadi ganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama. 
Beberapa alasan yang menjadi latar belakang yang tersebut ialah untuk melanjutkan 
kepemimpinan yang telah di wariskan oleh Nabi Muhammad saw. menghindari 
kemudharatan dan mewujudkan keadilan yang sempurna dengan adanya pemerintahan 
yang adil. Mengetahui bahwa pemilu merupakan momentum sekaligus menjadi upaya 
untuk menegakkan kekuasaan ideal yang akan memperjuangkan kepentingan umat, 
maka penting halnya untuk berpartisipasi di dalamnya. 
Partisipasi politik pada pemilihan umum adalah bentuk perjuangan untuk 
menganjurkan yang baik (maslahat) dan mencegah keburukan (mudharat), 
sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah/9: 71 sebagai 
berikut : 
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                                 
                                 
     
 
Terjemahan : 
“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki sdan perempuan, sebagian mereka 
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang 
makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat dan 
menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan di beri 
rahmat oleh Allah swt. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.91 
Dari ayat tersebut dapat di artikan sebagai bentuk kritik dan saran bagi 
masyarakat baik secara individual maupun kelompok kepada pemerintah maupun 
wakil-wakil rakyat. Pemilu menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk 
mengevaluasi pemerintahan yang lalu dan membangun harapan baru untuk masa esok 
atau setidaknya untuk lima tahun kedepan. 
Dilihat dari mekanisme pemilihan pada pemilihan Presiden tahun 2019 berbeda 
dalam dengan yang di lakukan pada masa khulafaur Ar-rasyidin dalam konteks metode 
atau cara memilih namun sama dalam maknanya. Jika dahulu pada zaman khulafaur 
Ar-rasyidin khususnya pada masa Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin 
Talib, dalam memilih pemimpin menggunakan metode musyawarah atau syura yang 
menjadi contoh wadah yang di sediakan pemimpin untuk menampung partisipasi 
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ummat melalui perwakilannya. Sedangkan Saat ini dalam demokrasi modern memilih 
pemimpin di lakukan melalui pemilihan secara langsung di tempat pemungutan suara 
(TPS) yang di mana masih bermakna musyawarah yaitu masyarakat dapat 
menyuarakan pendapatnya melalui tindakan. Seperti yang telah berlangsung di 
Indonesia dalam menentukan pemimpin di lakukan dengan cara masyarakat memilih 
secara langsung. Artinya bahwa baik masa sahabat ataupun masa sekarang tujuan dari 
memilih pemimpin tetap sama yaitu untuk kemashalatan umat dan mencegah 
kemudaratan meskipun dengan cara yang berbeda. Islam memahami kebebasan 
merupakan nilai kemerdekaan tiap individu yang telah terkandung dalam hak asasi 
manusia. Islam tidak perlah melarang sesuatu hal apapun selama sejalan dengan Al-
Qur’an dan hadis. Sebab Islam sangat menjunjung tinggi hak, dalam islam pun 
menyampaikan pendapat politik tidak ada paksaan dalam memilih atau di pilih.  
Mayoritas masyarakat Desa Pattopakang Kab. Takalar adalah beragama islam, 
penerapan nilai Islam dalam memberikan partisipasinya pada pemilihan calon presiden 
dan wakil presiden tahun 2019 berdasarkan kesukarelaan yang di dasari oleh nilai 
kebebasan dalam memilih dan merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk dari 
perjuangan untuk menanamkan nilai-nilai islam dalam pemerintahan. Maka dari itu 
jika di lihat dari keikutsertaan masyarakat Desa Pattopakang dalam menyampaikan 
partisipasi politiknya ini merupakan perwujudan pemberian amanat kepada calon 





Aktivitas masyarakat Desa pattopakang di gelanggang politik, pada dasarnya 
merupakan tindakan politik atau kegiatan politik yang dikembangkan melalui 
pengalaman atau aplikasi sosialisasi politik. Sehingga secara umum partisipasi politik 
dapat diartikan sebagai kegiatan warga negara yang bukan politikus yang ikut serta 
dalam kegiatan politik terutama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dan 
bagaimana masyarakat Desa Pattopakang melihat partisipasi politik itu sendiri dapat di 
lihat dari pernyataan Saudari Fitriani S.Si sebagai Staf pelayanan umun di Desa 
Pattopakang : 
Melihat dari antusias masyarakat Desa Pattopakang dalam pemilihan Presiden 
tahun 2019 yang lalu, sepertinya masyarakat sangat menyadari tugasnya 
sebagai warga negara. Masyarakat sangat aktif dalam menanyakan yang 
berkaitan dengan pemilihan presiden. Mengacu dari hal tersebut masyarakat di 
sini memiliki keingin tahuan yang sangat tinggi untuk hal-hal yang berbau 
dengan politik, bukan karena kepentingan pribadi namun karena kesadarannya 
dengan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Jadi dapat saya 
katakan bahwa warga Desa Pattopakang walaupun tak banyak yang memiliki 
pengetahuan tentang politik yang mendalam namun mereka tetap antusias 
untuk berpartisipasi. Dan menurut penglihatan saya, masyarakat di sini 
menganggap bahwa pemberian hak suara dan ikut kampanye adalah partisipasi 
politik yang paling umum dan mudah untuk mereka lakukan.92 
Berkaitan dengan wawancara tersebut dapat di lihat bahwa masyarakat Desa 
Pattopakang adalah salah satu daerah yang sangat antusias dalam menyalurkan 
partisipasi politik meskipun hanya bersifat umum seperti pemberian hak suara dan 
kampanye. Seperti pernyataan dari Saudara Mursalim Dg Limpo : 
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Partisipasi politik adalah pemberian hak suara. ketika saya sudah pergi ke TPS 
untuk mencoblos berarti saya sudah berpartisipasi dalam dunia politik karena 
saya tahu kapasitas saya sebagai masyarakat biasa hanya sebatas itu kalaupun 
ada kegiatan lain yang berbau politik saya biasanya hanya ikut rapat-rapat 
kampanye dan turun kelapangan untuk kampanye.93 
Menurut Syamsuddin : 
Partisipasi politik merupakan sebuah keikut sertaan kami sebagai masyarakat 
dalam mendukung hal-hal politik baik itu dalam bentuk pemilihan, kampanye, 
diskusi politik dan hal lain yang bisa mendukung perpolitikan indonesia. seperti 
pemilihan presiden yang lalu sebagai contoh kegiatan yang kami lakukan 
sebagai bentuk partisipasi kami terhadap politik yaitu dengan memenuhinya 
surat panggilan dari pemerintah untuk ikut dalam pemilihan presiden 2019 
tanpa harus di pengaruhi masalah ras, suku atau agama para calon pasangan 
presiden94 
 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
Desa Pattoapakang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar melihat partisipasi politik 
adalah kegiatan politik yang mereka dapat lakukan dengan mudah untuk mendukung 
perpolitikan negara. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa perspektif masyarakat Desa 
Pattopakang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar terhadap partisipasi politik pada 
pemilihan presiden yaitu sebuah kegiatan yang merupakan hal wajib yang harus di 
lakukan di setiap pesta demokrasi seperti pemilhan presiden 2019 sebagai bentuk 
perjuangan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Atas kegiatan yang di 
lakukan masyarakat Desa Pattopakang maka secara tidak langsung masyarakat telah 
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memenuhi asas-asas pemilihan umum seperti asas langsung, umum, bebas, dan adil. 
Pemenuhan asas ini secara tidak langsung terjadi dalam masyarakat ketika mereka telah 
memutuskan untuk berpartisipasi dalam politik khususnya pemberian hak suara. . 
Masyarakat Desa Pattoapakang meyakini bahwa tidak perlu satu langkah besar yang 
hanya bisa di lakukan oleh beberapa orang, yang kita perlukan adalah langkah kecil 
namun dapat di lakukan bersama untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bisa 


















Bertolak dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisa yang di 
kemukakan, maka dalam skripsi ini dapat di tarik kesimpulan, sebagai berikut : 
1. Bentuk partisipasi politik masyarakat Desa Pattopakang Kecamatan 
Mangarabombang Kabupaten Takalar pada pemilihan presiden tahun 2019 
yaitu partisipasi politik bentuk konvensional dalam hal ini pemberian hak suara. 
Bentuk partisipasi politik ini adalah bentuk yang paling banyak di gunakan 
masyarakat Desa Pattopakanag sebagai warga negara yang sadar akan hak dan 
kewajibannya. Masyarakat yakin dengan kesukarelaannya berpartisipasi dalam 
pemilihan presiden tahun 2019 adalah salah satu bentuk dari langkah nyata agar 
negara bisa memiliki pemimpin yang dapat mendengarkan keinginan dan 
harapan rakyat untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang pro 
rakyat. 
2. Faktor Pendukung dan Penghalang Masyarakat Desa Pattopakang Kec. 
Mangarabombang Kab. Takalar dalam berpartisipasi politik pada pemilihan 
presiden yaitu : 
Faktor Pendukung masyarakat dalam berpartisipasi politik adalah 





dalam mempengaruhi masyarakat, dan peran media sosial yang memudahkan 
masyarakat untuk lebih mengenal lagi pasangan calon presiden. 
Faktor penghalang masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilihan 
presiden tahun 2019 yaitu adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap 
sistem pemerintahan dan adanya kesalahan administrasi yang mengakibatkan 
masyarakat tidak dapat menyalukan partisipasinya dalam hal ini pemberian hak 
suara.  
3. Perspektif Ketatanegaraan islam terhadap partisipasi politik yaitu bahwa setiap 
muslim perlu untuk berpartisipasi atau bermusywarah untuk memilih pemimpin 
demi kemashlahatan bersama dan mencegah kemudharatan dan memperkuat 
nilai islam dalam kehidupan bernegara. 
B.  Saran 
Bertolak dari temuan penelitian tentang Partisipasi Politik Masyarakat Desa 
Pattopakang Kab. Takalar pada Pada Pemilihan Presiden 2019 perspektif 
Ketatanegaraan Islam, maka perlu di sempurnakan dan di lakukan tentang hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Dalam rangka pengetahuan bentuk partisipasi politik masyarakat di haruskan 
adanya pendidikan politik yang baik agar masyarakat lebih paham bentuk-
bentuk partisipasi politik bukan hanya tentang pemberian hak suara dan 





politik sangat di harapkan untuk memberikan pendidikan politik dan fasilitas 
politik bagi masyarakat. 
2. Banyak faktor yang membuat masyarakat mau dan tidak mau dalam 
berpartisipasi politik. Peran penyelenggara pemilu dan pemerintah dalam 
mengedukasi dan menginformasikan harus di laksanakan dengan baik agar 
dapat menghindari kesalahan-kesalahan administrasi dan keterlambatan 
informasi bagi masyarakat. 
3. Partisipasi politik adalah wadah masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan 
pemerintah. Oleh karena itu, kelompok-kelompok keagamaan perlu untuk 
memaksimalkan fungsinya untuk memberikan masyarakat pemahaman tentang 
pentingnya partisipasi umat islam sebagai upaya mewarnai produk kebijakan 
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